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i.1 Alasan Pemiiihan Judui

(elombang reformasi yang melanda bangsa Indonesia pada awal 1998
telah menimbulkan pembaharuan dan perubahan fundamentai di hampir sepala
bidang. Pembaharuan yang mencolok adalah dalam pelaksanaan kemerdekaan
berfikir, mengeluarkan pendapat serta kebebasan berkumpui dan berserikat, Tlal
ini ditandai muncuinya berbagai partai politik baru, oleh sebab itu, rakyat dengan
alasan mengembangkan dan memperjuangkan aspirasinya menyusun kekuatan diri
dalam berbagai partai politik, baik parpol lama maupun yang baru dibentuk,
schingga menjelang pemilu 1999 terdafiar 181 partai. Tetapi setelah diverifikasi
oleh PPPRPU atau Tim 11 menghasilkan 48 pariai yang dianggap memenuhi
syarat schagai kontestan dalam pemilu 1999

Pada tahun itulah sistem muitipartai berfaku kembali setelah sekian tahun
lamanya peran pariai terminimalisir oleh kekuasaan otoriter. Fada hakekainya
sistem multipartai secara teoritis merupakan bentuk sistem kepartaian vang tidak
membatasi jumlah partai yang tumbuh, tetapi secara praktis, situasinya jauh lebih
sederhana. Sebenarnya ada tiga kategori utama tentang sistem multipartal ini,
antara fain : (1) tiga partai seperti di Belpia dan Austria; (2) empat atau cnam
partai seperli di Prancis, Ttalia, Eropa Utara; (3) tidak terbatas atau banyak partai
sepertt di Indonesia, Spanyol dan Austria sebelum tahun 1914 °

Pada masa Orba, partai politik mengaiami pelumpuhan kemandirian
lembaga politik (demstiusionalisme). Keharusan menjadikan tokoh yang disetujui
penguasa sebagai pimpinan partai, kewaiiban partai mencrima ideologi negara,
keharusan partai untuk mendukung program pemerintah, adafah rangkaian
langkah penguasa yang meiumpuhkan kemandirian partai, Depolitisasi rakyat

meialui organisasi partai di pedesaan dan kecamatan, memoiong akar parta {basis

: Kompas, 3 Desembar 2001, hal, 28

* Marice Duverger, Parpol dan Kelompok-kelompok Penchan, Yogyakarte - Bina Aksara, 1984,
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sosial) sehingga lembaga politik kehilangan basis kekuatannya. Karena memang
sejak awal, Orba dirancang untuk meminimalkan dukungan terhadap partai-partai
yang dianggap berorientasi “partai  dan ideologis®, dan sebaliknya
memaksimaikan dukungan terhadap Golkar yang diangzap lebih berorientasi
“pembangunan dan program’”

Format pohitik Orba yang menonakiifkan partai politk menjadi suatu
permasaiahan yang sangat urgen, scbab seperti dikemukakan Samucl P
Huntington, bahwa di dalam sistem politk modern fondasi terpenting bagi
demokrasi dan stabilitas politik justru terlelak pada organisasi vang disebut partas
politik. Kemampuan partai politik untuk menampung kekuatan-kekuaian sosial
baru yang muncui schagai akibal meningkainya pembangunan ekonomi akan
sangat menentukan beriangsungnya demokratisasi sekaligus pembanguan yang
stabil *

Prasyarat yang tidak dipenuhi Urba adalah adanya partai-partai vang - (1)
melalul proses pemuiu yang luber, dan bisa memilih pejabat-pejabat yang
bertanggung jawab alas kebijakan negara; (2) bebas atau mandin dan intervensi
penguasa-penguasa birokral dan militer; (3) mempunyai dukungan luas di
masyarakat; (4) mengandalkan kepemimpinan dari bawah dan secara umum
dianggap mampu memimpm negma.j

Penerapan sistem muitipartai di lingkungan nasional Indonesia saat ini
bukaniah suatu fenomena yang baru. Amtara tahun 1950 sampai 1959 pada masa
demokrasi liberal atau parlementer, negara Republik indonesia 1clah menganut
sistem muitiparial yang terdiri-dari 40 partai poliuk yang terbentuk. Tetapi seiring
dengan semakin banyaknya partai yang muncul, permasalahan baru dalam
menyatukan  berbagai  aliran  tersebut  juga menyertainya.  Kegagalan
mengintegrasikan berbaga cliran pada masa demokrasi parfementer itu bisa kita

temukan daiam pemilahan sosal di indonesia, vang membawa dampak dalam

! Deliar Noer, ldeotog, Politik don Pembangmnan, | Ikt © Yayazan Pengkindmadan, 1983

' Samuel P Vhimtington, Political Order in Changring Sacieties, New Heaven - Yale lniversity
Press, |968

* R William Liddle, Pemilu-Pemiln Orba * Pasavig Sivvet Kehnasaan Politik, Tkt - LP3ES, hal,
142-145
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sistem kepartalan itu. Pemilahan tersebut umummya iebih bersifar akumulatf
bahkan Konsultatif, artinya partai besar mendapat dukungan dan organisasi yang
mempunyai basis milai-niiai yang sama, misainya partai Masyumi berafiliass
dengan Pil {Pelajar Islam Indonesia), HMi (Himpunan Mahasiswa Islam), GP1l
(Gerakan Pemuda Islam Indonesia) dan lain-lain yang berasal dan kalangan 7sfam
santri vang berorientasi modemnitas. Akibatnya satu kekuatan poiitik hampir tidak
membertkan kesempatan agar kekuatan politik lainnya mempunyai kesempatan
untuk membentuk eksekutif dan menjalankan program pemerintahannya sehingea
pemilu yang diharapkan sebagai satu cara pemecah masaiah dan ketidakstabilan
polittk pada masa sebelumnya ternyata tidak mampu melahirkan  suatu
pemerintahan vang kuat.

Sistem multipartai yang berfaku kini memang tidak membatasi jumiah
partai. Apalagi dengan syarat pendirian partai vang mudah, jumlah partai dalam
sistem itu bisa tdak terbatas, Tetapi, memiliki 181 partai sungguh amat luar biasa,
karena pasti akan memmbulkan banyak pertanvaan dan justru bisa menjadi beban
masyarakal. Mengingat di negara-negara baru atau sedang berkembang seperti
indonesia masih senng dihadapkan dengan masaiah bagaymana mengintegrasikan
berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yvang berbeda corak sosial dan
pandangan hidupnya menjadi satu bangsa. Karena dalam mengatasi persoaian
seperti tersebut maka suatu peranan vang sangat diharapkan dari parpol di negara-
negara berkembang adalah sebagai sarana untuk memperkembangkan intergrasi
nasional dan memupuk identitas nasional.

Optimisme pemerintah Indonesia mengadopsi sistem multipartai sebagai
langkah awal mencapai jalan lurus menuju proses demokratisasi yang murni
tampaknya menghadapr hambatan yvang krusial. Partar politik sebaga salah satu
elemen dalam proses demokratisasi bermunculan tanpa persiapan  sistem
pelembagaan orgamisasi yang matang. Hal imi terbukti selama empat tahun
perjalanan reformasi polink di Indonesia sejak 1998, tampaknya, beium cukup
untuk membangun parpol yang solid dan berkuaiitas, daiam arti bisa menjadi
organisasi poliik vang dapat membawa bangsa il pada proses demokrasi,

kebebasan, dan kemerdekaan vang berdauiat. Padahal, partai adalah institusi
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untuk memperjuangkan kepentinpan konsutuen dan pemilihnva. I'ernyata sampai
saat ini partal hanvalah berfungsi sebagai alat berebut kekuasaan.

Harapan masyarakat agar iembaga perwakilan rakyat bisa transparan,
akuntabel, tidak seperti zaman orde baru, dan mencerminkan rasa keadilan
masyarakat, baru sedikit sekali terwujud. Citra negatif lembaga perwakilan rakyat
di tahun 2002 melampaui citra buruk lembaga peradiian yang dikenal dengan
mafia peradilan. Keadaan ini tenfu berkaitan dengan kehidupan partai politik yang
kurang mampu mewujudkan fungsinya sebagai pembawa aspirasi masyarakat.
Salah satu survel tentang opini masvarakat terhadap partai politik yang dilakukan
oieh peneliti universitas Gajah Mada menyatakan bahwa tingkat kepercayaan
masyarakat pada partai politik untuk mengatasi persoalan hanya 50 persen.”

Feristiwa politik lain yang merupakan konsekuensi yang dihadapi negara
indonesia akibat pluralisme elit politik maupun parpol adalah sidang umum MPR
1999 yang menampilkan kekacavan politik. Subu  politik mulai memanas
menjurus kepada kerusuhan massal karena PDI-P sebagai partai yang memperoleh
kemenangan paling besar dalam pemilu 1999, ketuanya (Megawati) kehilangan
kesempatan memperoieh kedudukan presiden, bahkan hampir ndak mendapatkan
posisi apapun. Peristiwa politik berikutnya vang tidak kalah menegangkan adalah
sidang istimewa MPR tahun 2001, Kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid
vang kontroversial mendorong suhu politik semakin memanas, Lebih-iebih
dengan semakin kuatnya iawan-iawan politik yang ingin melakukan semacam
impeachment terhadap presiden Abdurrahman Wahid. Konflik politik meningkat
mtensitasnya dan sangat berpotensi menjadi konflik komunal. Kekuatan pembela
Abdurrahman Wahid telah membentuk pasukan berani mati, sebaliknya kelompok
penckannya menghimpun  Kekuatan vang tidak  kalah besarnya. Melihat
kecenderungan perpolitikan diatas, maka harapan masyarakat agar proses transisi
demokrasi vang seharusnya memeclihara keseimbangan antara konflik dan
konsensus menjadi pesimistis dan malah mendorong muncuinya sikap apatis dan

skepis terhadap dumia politk, dengan berdasarkan asumsi daripada sibuk

] Kompas 2 lanuar 20403, hal 4

¥
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mengurust dunia pohtik vang tdak pasti, lelwh baik bekerja untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga.

Sistem multipartai yang seharusnya sebagai awalan dari sebuah proses
demokratisasi yaitu prpses perubahan rezim authoritanian orde baru menjadi rezim
vang demokratis atau poiiarkhi yang didalamnya memberi derajat kesempatan
partisipasi dan liberaiisasi yang tinggi kepada masvarakat Indonesia ternyata
mengalami kendala-kendala yang tidak lain bersumber dari sistem multipartai itu
sendir. Sistem multipartai yang berlaku di Indonesia saat ini secara tidak
langsung juga diikuti Jahirnya aktor-aktor politik baru. Sementara keputusan
pemerintah mencrapkan sistem muitipartai ini kurang memperhatikan dampak-
dampak yang ditimbulkan, schingga sistem muitipartal yang tanpa batas jumiah
partal politiknya in1 malah cenderung berfungsi sebagai kesempatan pertarungan
diantara kekuatan-kekuatan polink dalam memperoich kedudukan atau kekuasaan
dipemenntahan daripada sebagai agen pengatur konflik atau intcgrator nepara
kesatuan Republik Indonesia. Kalau memang demikian keadaan it dibiarkan
terus berkembang, maka segala kemungkinan bisa terjadi musainya sistem
pemerintahan otoriter dalam bentuk baru atau gerakan revolusioner akibat
semakm menajamnya konfiik pohink. Sesuai pendapat Guillermo O Donneil,
Phulippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead bahwa ada 5 kemungkinan vang
bisa terjadi dan sebuah proses iransisi demokrasi, yaitu: (1) terbentuknya
restorasi atau sistem otoriter dalam bentuk baru ; (2) terjadi revoiusi sosial yang
dischabkan oleh menajamnya konflik-konflik kepentingan di tengah masyarakat ;
(3) hiberalisas: terhadap sistem otoriter, yang dilakukan olch penguasa pasca masa
transisi, dengan tujuan untuk mendapat dukungan politis dan mengurangi tekanan-
tekanan masvarakat ; (4) merupakan kebalikan dan vang ketiga yaitu penyempitan
proses demokrasi dan sistem liberal kepada demokrasi limitatif ; (3) terbentuknya
sistem pemenntahan vang demokeatis.”

Berlolak dan sini. penulis terdorong untuk mengangkat judul “Implikas:

Sistem Multipariai teviadap Proses Demokratisasi di Indonesio "

s atserati elipdines TR B
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1.2. Ruang Lingkup Bahasan

Dalam suatu penuiisan karya ilmiah batasan materi ataupun hal-hal yang
hendak dibahas sangat diperiukan, agar penuiisan itu sesuai dengan tjuan vang
hendak dicapai, serta untuk menghindari penjelasan yang terialu luas tapi tidak
tuntas dalam menjawab suatu masalah. Membatasi obyek atau pokok
permasalahan fungsinya bagi peneliti sendiri adalah memberikan penegasan
batasan-batasan yang akan menjadi vanabel-vaniabel pendukung yang dapat
membantu terbentuknya suatu hipotesa melalui metode peneralisasi, dan bagi
orang lain akan mencegah kemungkinan timbulnya kerancuan pengertian dan
kekaburan wilayah pengertian.

Dalam penulisan ini, penulis memberikan batasan waktu antara tahun 1999
sampaitahun 2002, Batasan ini diberikan karena sesuai dengan UU nomor 2 tahun
1999 yang dibuat DPR pada periode kepemimpinan Presiden B.J. Habibic tentang
Repartaian, artinya penerapan sistem muitipartai diberlakukan kembali sampa
perkembangannva pada tahun 2002

Sedangkan batasan materinya adalah perkembangan sistem multipartai
terhadap proses demokratisasi di Indonesia era reformasi, karena penulis
bermaksud untuk melakukan peneiitian tentang bagaimana pengaruh-pengaruh
yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia tentang penerapan sistem

muitipartai terhadap proses demokratisasi di ianah air,

I.3 Permasalahan

Masalah adalah jiwa penclitian, sehingga sangat penting artinya dalam
suatu penelitian iimiah. Masalah akan mendorong peneiiti untuk berfikir, meneliti
agar mencapai penyelesaian persoalan it Masalah timbui apabila terdapat
perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yvang ada. Menurut Prof.

Dir. Winamo Surachmad, M sc, Bd -

® Saifullah Ma"shum. KR dan Kontrovers: Pemil 1999 Mk - Pustsba Indonesin Sata, 2007,
ial.3
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Masalah adalah setiap kesuiitan yang menggerakikan manusia untuk
menyeiesaikannya. Masaiah harus dibacakan sebagai suaiu ringkasan
yang harus diiaivi (dengan jalan mengatasinya) apabila kita berjalan
terus.”

Semakin banyak muncul perpecahan di tubuh partai pohitik saat m
mengindikasikan bahwa partai-partai poiitk di Indonesia tidak bisa berperan
dalam menjalankan fungsi lembaga sebagaimana mestinya. Tercatat ada beberapa
partar polink yang mengalarm konflik internal. Fenomena seperti im sangat besar
imphkasinya terhadap perkembangan proses demokratisasi vang menjadi prioritas
dalam agenda reformasi sistemn maupun strukiur pemenntahan Indonesia. Oleh
schab ity penulis melakukan penelitian untuk membuat karya tulis im dengan
pokok permasaiahan, yaitu |

Bagaimana  implikasi  sistem  multipartai  terhadap  proses

demokratisasi di Indonesia?

1.4 Kerangka Dasar Teori

Pada hakekatnva teori merupakan suatu hal vang sangat diperiukan daiam
suatu penelitian ilmiah. Teon dapat disajikan sebagai landasan dalam menjawab
permasalahan vang ada. Secara lebih spesifik Melain dan Seagal mendefinisikan
teori, yaitu

Suatu rangkaian statemen yang saling berkaitan....(vang terdiri-
dari) :

i. Kalimat-kalimat vyang memperkenaikan istilab-istilah yang
merujuk pada konsep- konsep dasar teori itu.

2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu
satu sama iain.

3, Ralimat-kalimat  yang menghubungkan beberapa statemen
teoritik itu dengan sckumpuian kemungkinan obyek pengamatan
empirik (vaitu hipotesis).”

Dalam menjawab permasalahan mengenai pengaruh sistem multipartal
terhadap proses demokratisast di indonesia, maka penuiis menggunakan teori

Sistem, konsep Demokrasi dan konsep ldealogi.

* Winarno Surachmad, Dhasar dem Teknik Research, Bandung © Tarsiio, 1904
" Garvin Mclain dan Ervin Seagal, The Game of Science (Braoks/Cale. 1973) dalam Mochias
Masoed, lmn Hubangan Siversasionol Desplin don Metodolog, Tkt - LPSES 1990, hal, 187
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Teon Sistem. Sistem secara sederhana adalah sesuatu vang herhubungan
satu sama fain sehingga membentuk satu kesatuan. Menurut Prof. Sumantri -

Sistem adalah sekefompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama
untuk melakukan suatu maksud. Apabiia salah satu bagian rusak
atau tidak dapat menjalankan rugasnya, maka maksud yang hendak
dicapai tidak dapat terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah
terwujud mendapat gangguan.''

Jadt sistem adalah kesatuan vang utuh dari suatu rangkaian, vang kait-
mengkail satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi
induk sistem dani rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian
yang terkecil, rusaknya salah satu bagian saja akan mangganggu kestabilan sistem
itu sendin. Oleh sebab itu sistem multipariai yang terdiri-dari banyak pariai dan
pelaku clit politik membutuhkan suatu sikap dan tindakan politik yang
“mendekati”  kesamaan tujuan  yaitu mengintegrasikan keanekaragaman
kepentingan dan bangsa Indonesia meskipun berkedudukan di suatu lembaga
poiik vang berbeda. Seharusnya akan lebih baik jika pola pikir masyarakat
Indonesia berjalan diatas prinsip vang ditawarkan oleh Prof. Sumantri lentang arti
sistem tersebut. Menurutnya sistem nidak akan terwujud jika salah satu bagiannya
saja mendapal gangguan, schingpa sccara olomatis sesuatu vang menjadi tujuan
juga tidak bisa tercapal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa vang terjadi pada
sistem multipartai di Indonesia. Masyarakat Tndonesia pada awalnya menyambut
gembira terhadap sikap pemenntah yang muiai terbuka keiika ftuntutan
diberlakukannya sistem multipartai 1erealisasikan. Karena banyak diantara mereka
beranggapan dengan tidak adanya depolitisasi makasetiap keiompok masvarakat
vang terdin-dari beberapa orang dan sudah memenuhi  persyaratan  dari
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka bisa mendirikan pariai
politik. Adanya kemudahan-kemudahan aturan mendirikan parpoi ini, maka
banyak bermunculan parpol-parpoi baru. Permasalahannva adalah mereka iupa
akan kewajiban sctelah parpol itu terbentuk, schingga pada akhirnva mercka lalai
menunatkan kewajiban mengintegrasikan bangsa Indonesia dan selalu menuntut
hik-hak vang berlebihan,

" Inu Kencans Syafiie, Hane Poliik, 1kt . PT. Rineka Cipta, 1997 hal, &

-
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Sistem yang dipakal pada sistem muitiparta 1tu menurut Drs. Tatang M

Amin digunakan untuk menunjuk suatu himpunan bagian- bagian yang tergabung

oleh budi dava manusia sehingga menjadi suatu kesatuan vang bulat dan terpadu;

suatu keseluruhan vang terorganisasikan; atau juga vang berfungsi, bekena atau
bergerak secara serentak bersama-sama mengiikuti suatu kontroi tertentu agar
terhindar dari penyalahgunaan kebebasan berpartisipasi aktif dalam politik.'”

Adapun cin-cini utama sistem | ialah :

| ) Setiap sistem mempunyal tujuan

Z) Setiap sistem mempunyar “batas” (homdaries) vang memisahikan dari
hngkungannya

3) Walau sistem 1tu mempunyai “batas”, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka,
dalam arti berinteraksi juga dengan hngkungannya

4) Suatu sistem terdiri-dari beberapa sub-sistem vang biasa puia disebut bagian,
unsur, atau komponen.

5) Walau sistem itu terdin-dan berbagai bagian, unsur-unsur atau komponen,
tidak berarti bahwa sistem 1tu merupakan sekedar kumpulan dari bagian, unsur
atau komponen tersebut, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan
padu.

6) Terdapat saling hubungan dan safing ketergantungan baik didaiam (infern)
sistem, maupun antara sistem dengan hingkungannya.

7) Seuiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses
mengubah masukkan menjadi keluaran. Karena itu maka sistem sering disebut

sebagal “processor” atau “transformator”

o

Didalam setiap sistem terdapat mekanisme Konwrol dengan memanfaatkan

tersedianva umpan balik,

L

Karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunvai kemampuan
mengatur dint sendiri dan menyesuaikan din dengan lingkungannya atau

keadaan secara otomatik (dengan sendirinya). ™

" Tatung M. Amin, Pokok-pekek Tear Sisrem, 1kt C V. Rajawali, 1991, hal 2
" Ibid. hal 24
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Setnap individu harus mematuii pedoman bertingkah laku karena jika
melanggar bisa merugikan orang banyak, atau bahkan merugikan din sendiri.
Oleh sebab 1tu masyarakat Indonesia harus benar-benar memaham pengertian
sistem  multipartai dan bagaimana cara menjalankannya, sehingea tujuan

terwujudnya demokras: yang murm dan konsekuen bisa tercapai.

Ronsep Demokrasi. Menurut Ramian Surbakt :

Demokrasi sccara ideal ialah sistem poiitik yang memelihara
keseimbangan antara konflik dan Kkonsensus. Artinya, demokrasi
memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan perientangan
diantara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan
kelompok, individu dan pemerintah, kelum{mk dan pemerintah,
bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah.’

Akan tctapi, demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang udak
menghancurkan sistem.  Untuk itu, sistem  politik  demokrasi menyediakan
mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konilik sampai pada
“penyelesaian” dalam bentuk kesepakatan (konsensus). Prinsip ini pula yang
mendasari pembentukan indentitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi
kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi. Adapun piiar-pilar

demokrast menurut Samuel P, Tuntington adaiah :

- A high overall level of economic wealth

- Relauvely equal distribution of income and or weaith: a market economy
- Economic development and sociai modernization

- The absence of feudalismin the society

- A string middie ciass

- High level of literacy and education

- docial pluralism and strong intermediate groups

Y Ramilan Surbaktl, Memetiami B Politih, 3t - PT, Gramedia Widiasarans Lndonesia, 1992 lal

228
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- The development of political contestation before the expansion of political
participation; democratic authority structure within social groups, particularly

those closely connected to politics
- Low level of civil violence
- Low level of political polarization and extremism
- Poiitical leader commited to democracy
- Tradifion of toleration and compromise
- Influence by a prodemocratic foreign power
- Tradition of respect for law and individuai rights

- Consensus on political and social values.'”

Kemudian menurut Robert Dahl. demokrasi adalah suatu tatanan politik
yang mengandung ciri khas terdapatnya sikap tanggap secara terus menerus
terhadap preferensi atau keinginan warga negaranva. Sedang demokratisasi sendiri
adalah proses perubahan rezim otoritarian yang tidak memberi kesempatan kepada
rakyal untuk berpartisipasi dan liberalisasi menuju poharkhi yang didaiamnya
memberi derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi vang tingg. Tatanan
politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakal dua dimensi leoritik.
Pertama, scberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi, atau oposisi yang
dimungkinkan, Kedua, seberapa banyak warga negara vang memperoleh
kesempatan berpartistpasi dalam kompetisi politik itw. "“Tiga macam interaksi
vang mencntukan dalam proses demokratisasi adalah interaksi antara pemerintah
dengan kelompok oposisi, interaksi antara kelompok pembaharu dan kefompok

konservatii dalam pemerintahan koalisi. dan interaksi antara kelompok moderat

¥ Samuel P Huntington, The Third Wene, Democratization in The Late Fweticil ey,
Narman Oklahoma - Oklahama Linversity Press, 1991 dalam Afan Cialfar, Pofitik Indenovia
Lransisi memgn Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hal 123

¥ Miriam Budias 1o Depedrase i Tdostesea, Tkt - Gramedia Pusiaks Ulama, 996, hal 9

-
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dan kelompok ekstremis didaiam kelompok oposisi. Ketiga interaksi utama ini
memainkan peran tertentu dalam semua jenis transisi.”

Sedangkan definisi transisi demokrasi menurut Guiilermo O’ Donnell,
Philippe C. Schmitter dan Laurence Whitehead adalah interval waktu peraiihan
dari rezim non-demokratis (otoriter) menuju rezim rezim politik demokraus,
dimana didalamnya ada tahapan liberalisasi-liberalisasi politik yang mencakup
periuasan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu maupun kelompok
dari kesewenangan negara atau pihak Tain, tanpa perubahan struktur dan
akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya,'® Ada beberapa poin liberalisasi
politik yang perfu dipahami, misainya : adanya sejumlah partai politik sebagai
lembaga yang efektif mengontrol tingkah laku pemerintah dalam menentukan
kebijakan umum, adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (TIAM) vang
ditunjukkan adanva kebebasan berbicara (/reedom of expression), adanya
kebebasan pers (freedom of press) juga merupakan suatu gejala liberalisasi politik
yang menonjol pada masa transisi dan sebagainya.

Memperjuangkan “keterbukaan™ politik seperti  itu jelas  sangat
diperlukan daiam usaha transisi menuju demokrasi, sebab proses transisi menuju
demokrast itu berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat dari tradisional
ke modern,”Artinya apabila ada kemajuan pada masyarakat seperti tingka
pendidikan atau tingkat perekenomian akan mempengaruhi daya kritis masyarakat
terhadap setiap fenomena disekitarnya. Jadi untuk menghindan terjadinya
konfrontasi antara masyarakat dan pemerintah vang berkuasa pada masa transisi
menuju demokrasi, sangat perlu bagi pemerintah untuk mengubah model-model
kebijakan yang membatasi ruang gerak publik dalam berpartisipas:  aktif
mempengaruhi perumusan pubiic policy menjadi kebijakan yang memberikan
kebebasan vang bertanppung jawab. Masing-masing kelompok harus saling

menyadari untuk saling menyesuaikan diri dan berbagi kekuasaan

' Samuel P Hunnington, Gelombane Demodrosisay Ketiga, Jakaria - PT Postaka Utama Crafity
2001, hal 157

* Guiliermo € Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead, Frasise Menuin LDemokray
Jakarta : P.T Pustaka LPIES, 1993, hal 85

" Giovanni Sarton, Parties and Pary System, New York  Chatham House Publisher. 1976, hal
117

Lat
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Huntungton membenkan empat kemungkinan transisi vang dapat
dilakukan oieh negara dalam menuju demokrasi, vaitu

- Transformasi. Dalam kasus 1, negara meliberalisass fembaga-iembaga
politiknya dan demokratisasi datang dari atas.

- Replacement. Daiam kasus 1mi negara dipaksa demokrasi oleh civil society.
Contoh untuk kasus ini adalah Philipina dengan people power yang
mengangkat janda tokoh oposisi Benigno Agquino, vaitu nyonya Corazon
Aquino, yang dibunuh rezim Ferdinand Marcos di bandara saat tiba dan
pengasmgannya di juar negeri

- Intervensi. Dalam kasus ini negara luar melakukan intervensi untuk perubahan
demokratisasi. Contoh untuk kasus ini adalah Panama dengan ditangkapnya
presiden (Jenderal) Noriega oleh militer AS dengan tuduhan terlihat
penvelundupan narkotika ke AS.

- Transplacement. Merupakan istiah untuk jenis transisi campuran antara
transformasi dan replacement. Negara melakukan negoisasi denpan kekuatan
civil society. Contoh untuk kasus ini adalah Polandia ketika Lech Walesa dari
serikat solidaritas pekerja muncul sebagai pemimpin alternauf negara dan
mengadakan negoisasi dengan rezim militer. Hasilnva adalah pemtlthan umum
vang demokratis dibawah dukungan militer,™

Mempelajan berbagai kasus diatas maka menurut penulis jenis transisi
transpiacement adaiah yang paling mungkin bagi Tndonesia karens berdasarkan
pengalaman masa falu bahwa pemimpin-pemimpin kita jarang sekali memaknai

“kekuasaan” yang dimilikinya 1tu sebagai kewajiban baginya untuk menciptakan

sistem politik yang demokratis dan untuk membentuk civil society vang beradab

(crvilized). Disamping it juga kafau kita memahami sikap masyarakat indonesia

saal ini setelah diberi kebebasan, mereka malah cenderung keliru memaknai

konsep kebebasan itu sendiri dalam  berdemokrasi, Mereka lupa  akan

Kewaibannya untuk memelihara keseimbanean antara hak dan kewajiban.,

seiingga yang terjadi kemudian hanya terkesan sebagai ~ledakan partisipast” yang

selalu diwarnal anarkhi dan chaos. Oleh sebab itulah jenis transisi transplacement

¥ Samuel P. Muntingion, Op. it hal 158-19]


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

adalah yang paling tepat dumamifestasikan dalam sistem polink indonesia. Namun
seperti telah diungkapkan oleh banyak pakar sosial dan politik, transisi ity
menuntut syarat-syarat vang sulit Pertama, adalah adanya kemauan rezim
otonter untuk mengambil inisiatif melakukan transisi menuju demokrasi. Keduoa,
adalah kemampuan rezim otoriter untuk menerapkan transisi melaiui transaksi
yatu adanva keterbukaan hati dari pemimpin otoriter menerima kritik dan
masyarakat atau pihak oposisi demokratis.*'Sebab transisi melalui perpecahan
memiliki kelemahan yaity lerancamnya proses integras bangsa, vang kemudian
bisa mengundang kelompok terentu untuk mengambnl altematif membentuk
sistem pemerintahan otoriter dalam bentuknya yang baru
Dan pengertian sistem demokrasi menurut Ramlan Surbakti dan Robent
Dahl diatas, maka teori demokrasi memiliki relevansi vang kuat nka dikaitkan
dengan fenomena kehidupan polink yang sedang beriangsung di Indonesia saat
int. Karena menurut Robert Dah latanan politik vang demokratis adalah tatanan
yang memberikan kesempatan partisipasi bagr warganya dalam kompetisi politk.
Penerapan sistem multipartar memiliki indikasi yang jelas bahwa negara Indonesig
mulai bersikap terbuka Kepada warganya agar ikut senta secara aktif dalam
kompetisi politik. Tetapi ketika sikap keterbukaan pemerintah Indonesia ini
dihadapkan pada definisi demokras; menurut Ramlan Surbakti, maka timbul
permasalahan baru yang menjadi tanggung jawab bersama yakni sebagaian besar
warga khususnya mereka yang tergabung dalam keanggotaan partal politik kurang
bisa memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus sebagai idealisme
dalam suatu sistem demokrasi Masing-masing warga politik cenderung lebih
banyak menciptakan konflik dalam Proses pencapaian (ujuan atau kepentingan
(tnterest) kelompoknya. Terbukts pada beberapa partai politik  vaitu adanya
konflik internai ditubuh PKB. DI, PAN, PBB dan PPP Oleh sebab 1ty teon
demokrasi ini digunakan sebagat patokan atau dasar pemikirannya bagi wargn
Indonesia seluruhnya dalam memahami sistem demokrasi vang sebenarnya.
Konsep ideoiogi. ideologi adalah kombinasi dari nilai, kepentingan dan
kecenderunpan yang kadang-kadang berhubungan dan kadang tidak. ideolog

" Mochtar Mas'ged. Negara, Kapseal dim Lemokray, Yogvakana Pustaka Pelajar, 1994 hal 3)
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membantu orang untuk menilai kebijakan politk. ideologi Juga berperan sebagai
bahasa simbolis yang menjelaskan petunjuk bagaimana kita berfikir, dan petunjuk
kemana kita memberi tanggapan. Bendera, lagu-lagu patriotik dan keterikatan
sentimentil lainnya adalah sinyal ideologis vang bisa ditafsirkan.  Tetapi
nampaknya ada kecenderungan beberapa parai politik mengubah ideologl

menjadt dogma, vang wajib diterima oleh pengikut =

Untuk mengetahui mengapa bisa terjadi perilaku politik seperti tersebut

maka dibawah ini disajikan gambar hubungan sistem kepercavaan dan perilaku,

Nilay
(=]
7 Kepentingan
- b
et
Kecenderungan | . ;

. i ] _‘
Kooperasi  Kompetisi  Konflik
Gambar |
Hubungan sistem kepercayaan dan periiaiku

Sumber : David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, CV. Rajawali, Jkt, Yayasan
Solidaritas Gajah Mada (YASOGAMA), Yogvakarta, 1977, Hal 364
Keterangan :

Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin tingai tingkat dimana nifai-
nifai 1deologis terbentuk atau dianui, maka semakin besar pula kemungkinan
konflik (¢). Semakin rendah kita bergerak pada skala ideologis itu, vaitu pada
kepentingan dan kecenderungan, semakin besar pula  kemungkinan untuk

“ David E Apter. Pengantar Analisa Politik. Tkt CV. Rajawali, Yavasan Solidaritas Cajah Mada
(YASOGAMAY, Yogyvakarta, 1977, Hal 364
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menjembatam konflik ideal melaiw parpol. serikat buruh dan orgamsasi lain yang
melakukan tawar menawar dan mengubah koniiik menjadi kompetisi (b).
Akhinya apabila faktor-faktor ideologi hanya menunjukkan kecenderungan,
maka sangat mungkin bagi rakvat untuk meiakukan kerja sama sehingga semua
pihak bisa memperoleh keuntungan (a).*’

Pendeknya, dalam sistem demokrasi terdapat kecenderungan ke arah
kesepakatan ideologis. Ketegaran pendirian dalam politik praktis akan menurun
scbagai  akibat adanya kecenderungan tawar-menawar dan akomodasi
kepentingan, sehingga dogma ideologis pun kemudian merosot.

Pada hakekatnya penggunaan kesepakatan terhadap ideologi tertentu
secara bersamaan daiam penyelenggaraan pemerintahan tidak masalah, tetapi
yang menjadi persoaian dalam kehidupan politik Indonesia adaiah dikhawatirkan
ada kecenderungan parpol-parpoi atau kelompok kepentingan fainnya untuk
mengubah ideologi menjadi dogma yang wajib diterima pengikutnva dan bahkan
bagl kelompok difuar keanggotaan parpoi.

Tika hal ini terjadi maka akan sangat bertentangan dengan nifai-nilai
demokratisasi yang memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan
pertentangan antar individu atau kelompok, sehingga impian akan terbentuknya
sistem demokratisasi yang valid akan sima. Karena sifat tindakan maupun ide-ide
vang ditawarkan oleh lawan politiknya dianggap sebagai gagasan vang tidak
bermutu atau bahkan keliru. Gieh sebab i sangat sulit untuk memperemukan
dua kelompok yang saling bertentangan dogma tersebut. Masing-masing
kelompok saling menganggap dogmanya adalah yang paling benar. Untuk
menghindari permasalahan ini scharusnya parpol atau kelompok kepentingan 1tu
untuk tidak mengubah 1deologi menjadi dogma dan selaiu bersikap terbuka untuk
dikritik jika persepsinya terhadap suatu gejala politik keliru serta tidak bersiicukuh

keras mempertahankan kesalahan yang tanpa dasar tersebut,

“ibid.. .. Hal. 366
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i.5 Hipotesis

Hipotesis dalam suatu penelitian akan memberikan tujuan yang jeias bagi
penelitian itu, juga membantu menentukan arah yang harus ditempuh dalam suatu
penelitian, sehigga dapat memilih fakta-fakta yang harus menjadi pokok perhatian
dan menentukan fakia-fakia vang refevan yang akan berpuna dalam pembuktian
hipotesa itu sendiri.

Sedangkan menurut Winarno Surachmad

iipotesis yang baik adaiah hipotesis yang secara iogis berhubungan
dengan ilmu pengetahuan vang diteliti, hipotesis hendaklah jelas,
sederhana dan ferbatas. Kesederhanaan ini sebagai penjelasan
mengenai luas dan dalamnya masalah yang diselidiki, selain itu,
hipotesis yang baik hendaknya dapat diuji kebenarannya™

Berdasarkan pada teon yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran
serta hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis mengajukan suatu hipotesis
Bahwa ternyata sisiem multipartai cenderung febih berimpiikasi
negatif bagi proses demokratisasi di Indonesia karens kurangnya
peiembagaan dan kerjasama diantara parpol dalam upaya siabilisasi
politik nasionai schingga berakibat seringnya terjadi  konfiik

kepentingan antar elit politik.

1.6 Metode Penciitian
i.6.1 Metode Penelitian

Dalam penuhisan iimiah diperiukan metode, baik pengumpuian data
maupun dalam menganalisa permasalahan. Tlal i1 penting untuk mencapal tujuan
penelitian i sendin, schingga tulisan terscbut mempunyai bobot iimiah vang
tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannva. The Liang Gie dalam
bukunya ilmu politik mengemukakan pengertian dari metode penelitian adalah -

“Cara atau langkah yang beruiang kembaii, sehingga menjadi pola
untuik menggaii pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung
awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpuikan

" Winame Surachmad, Op.cit.. hal. 39
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data-data atau langkah untuk memeriksa kebenaran daripada

pernyataan mengenai gejala tersebut™. ™

Dalam setiap penelitian kita tidak bisa terlepas dari metodologi. Karena
metodofogi merupakan suatu cara yang digunakan didalam pengithan uniuk
mencapal tujuan yaitu karya ilmiah yang tersusun rapi dan sesual aturan serta

dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya,

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpuian data vang digunakan penulis dalam penulisan ini
adalah observasi terbatas Data yang dikumpuikan adalah dalam bentuk data
sekunder. Penggunaan data sekunder ini dilakukan karena daiam mendapatkan
data-data secara langsung dari japangan atau biasa disebut dengan data primer,
penulis mengalami kesulitan-kesuiitan, seiain terbentur pada terbatasnya wakiu,
masaiah biaya juga merupakan persoalan vang tidak dapatl diatasi oich penulis.
Data sekunder menurut Marzuki, adalah data vang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti *°

Untuk memperolch data vang akurat, penulis menggunakan metode
dokumentasi vang murupakan saiah satu metode pengambifan data dengan
melihat buku-buku atau berita-berita dari media massa. Atau dengan kata laim,
metode dokumentasi merupakan teknik pengumpuian data dengan cara mencatai
dokumen-dokumen yang ada untuk dijadikan sebagai data sekunder, Adapun

tempat pengumpulan data dilakukan melalui -

I, Perpustakaan FISIP Universitas lember

[t

Perpustakaan Umiversitas Jember

[

Perpustakaan Pusat Universitas Airlangea Surabaya

4. TPerpusiakaan CSIS Jakarta

A

Media massa

13 The ]__mng Gie, Nimw Pestreik © Sucrin Menshabiisent dertitapg I’pnl;_rm'.r.r'aul Fedfirctukiang ! ok HHE
et Meradadog, | Yogyakana | FISIP UGM. 1984, hal, 49

* Marzuki, Metodologs Riser, Yogyakarta : Penerbil FE UGM, 1983, hal 56
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6. [ntemet

P ]

i.6.3 Metode Anaiisa Data
Untuk menjelaskan pengaruh sistem multpartai  terhadap proses
demokrausasi di Indonesia, maka penulis menggunakan meiode analisa data
kualitatif. Metode analisa data kualitauf menurut Sutrisno Hadi adaiah suatu cara
menganalisa dengan menggunakan data yang diukur secara tidak langsung”’
Kemudian untuk iebth jelasnya, penulis menggunakan metode analisa
refkekuf. Menurut Sutisno Hadi -

Metode refiektif adalah meiode penelitian yang dimuiai dengan
metode induktf wntuk mendudukkan persoalan dan membentuk
hipotesa, kemudian diikuti metode dedukitif dengan menjabarkan
konklusi-konkiusi tentang hipotesa itu sebagai kerangka untuk
membuktikan hipotesa yang telah dibuat. Selanjutnya dilakukan
metode induktif lagi untuk menverifikasi hipotesa itu,™

Melalur metode reflektif, menjadi lebih jelas permasalahan penulisan
karya ilmiah ini. Karena metode reflekuf itu dimulai dengan metode induktif yvang
berarti mewajibkan penulis untuk mendudukkan persoalan tentang bagaimana
pengaruh sistem muitipartai terhadap proses demokratisasi di Indonesia, maka
sesual dengan pendapat penuiis yang menyatakan bahwa minimalnya dampak
postitif yang diperofeh dan penerapan sistem multipartai itu, penuiis menyvebutkan
beberapa argumen yang menjawab persoalan 1tu sekaligus sebagai hipotesa dalam
penulisan Karya ilmiah ini, Selanjutnva agar tidak hanya penulis vang bisa
memahami permasalahan tersebut maka penulis mengembangkan  kerangka
pikiran yang ada melalui metode deduktif sehingga dihasilkan tulisan karya ilmiah

vang sempurna dan bisa dipahami oleh semua kalangan.

T Sutrisno Hadi, Moetodolog Research filid I, Yooyakaria - Andi Offset, 1989 hal, 66
“ 1bid. hal 49
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I.7 Metode Pendekatan
Pendekatan merupakan penggunaan suatu kriteria untuk menyelidiki suatu
timu. Menurut The Liang Gie :

Pendckatan merupakan keseluruhan sikap penyelidikan, sudut
pandang, ukuran, pangkal duga dan kerangka dasar pemikiran yang
dipakai untuk mendekati suatu sasaran dan memahami pengetahuan
yang teratur dan bulat mengenai sasaran yang ditelaah,”

Dalam penulisan karya iimiah ini. penulis menggunakan pendekatan
sejarah politik dan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini digunakan untuk
menelusun sejarah pertumbuhan partai di indonesia dan peniaku ein partai poiitik
dalam mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia saat ini.

Pendekatan sejarah politik menurut Eissanmann
Political history is the lasi report, the cronologicai deseription of
political facts of every kind, whether institutionai, in the iife of staie (
political society) considered separately (internai policy), or in the
reiation between severai state {or societies) (foreign policy and
international policy). ( sejarah politik adalah laporan terakhir kronologi
deskripsi fakta-faka politik daiam kehidupan sosial politik di suatu negara
atau dalam hubungannya dengan beberapa negara),™

Pendekatan sejarah politik merupakan upayva yang dilakukan penulis untuk
memahami materi pembicaraan melaiuvi kegiatan menelaah atau membaca kembali
peristiwa-peristiwa yang sama dan berkaitan dengan perkembangan elit dan partai
pofitik di masa lampau. Karena dengan upaya tersebui diharapkan  bisa
memperoleh variabel-variabel vang dapat membantu menyelesaikan permasalahan
dengan menganalisa data-data yang diperoleh, sehingga pada akhirnya terhindar
dari keambiguan proses berpikir daiam mendapatkan jawaban sementara atas
pokok permasalahan pada penuiisan karva {imiah ini,

Sedangkan pendekatan sosiologi politik menurut Maurice Duverger adalah
pendekatan yang menelaah tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando
didalam semua masyarakat.’' Jadi pendekatan sosiologt politik bisa digunakan

untuk mengetahui tingkat partisispasi masyarakat dalam perpoliikan, tingkat

e Log Cir._hsi 59
" Ibid... hal. 87

Y Maurice Duverger, Sosiologn Polik, Jakara Utars - PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal |8
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peran elit poiitik menentukan dinamisasi kehidupan poiitik daiam negri atau
mungkin - tingkat keberhasilan pemerintalh  indonesia menerapkan  sistem

multipartai dalam proses demokratisas:,
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GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN KEPARTAIAN DI INDONESIA

2.1 Pengertian dan Fungsi Partai Politik

Bangsa indonesia adalah bangsa vang pluralis, bahkan mungkin termasuk
daiam kategon paiing pluralis di dunia; suatu bangsa dengan ratusan etnis, bahasa
dan dialek, puluhan agama dan kepercayaan (masing-masing dengan segala
vanannya) dan aneka ragam kebudayaan serta adat istiadat. Suatu bangsa dengan
latar konfigurasi seperti itu sangat tepat jika menerapkan sistem demokrasi dalam
pemerintahannya, Sistem demokrasi secara peneral bercirikan kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat, rakyat berhak menyatakan keinginannya dan cita-citanya
tentang kenegaraan selaras dengan dasar negara yang bersangkutan  Adanya
prinsip kebebasan yang bertanggungjawab itulah vang memberikan ruang gerak
bagl setiap masyarakatnya untuk ikut serta melakukan pengawasan dan
membertkan kritik terhadap kesalahan-kesaiahan kebijakan pemerintah (public
poficy) aga- tidak keluvar jalur dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Sukarna, suatu negara yang melandaskan diri pada sistem
demokrasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitn memiliki UUD, ada
pembagian kekuasaan, ada pemiiu sebagai sarana suksesi, terdapat lebih dari satu
partal agar rakyat mempunyal banyak pilihan sesuai dengan aspirasinya daiam
bidang politik, sosial dan budava. 'Bertolak dari pemikiran Sukama tersebut maka
salah satu sarana bagi masyarakat uniuk berpartisispasi dalam menentukan
dinamika proses penyelenggaraan pemerintahan adalah partai politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu
Kelompok vang terorganisir vang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
miai dan cita-cita yang sama, Tujuan kelompok ini adaiah memusatkan
perhatiannya pada pengendabian kekuasaan pemerintahan dan bersaing dengan

beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda untuk

Subarmy, Penganter ey Pedenk, Bandung ; Mandar Madiju, 1994 hal 35
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memperoleh dukungan suara dan rakvat® Dengan demikian partai  politik

merupakan perantara vang menghubunekan kekuatan-kekuatan dan ideologi-

ideoiogi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi daiam aktivitas

proses politik di masyarakat fuas.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada

kelompok-keiompok yang terdapat didalamnya dan tujuan-tujuan yang dicapa

tetapi pada hakekatnya dalam negara demokratis, partai politik mempunyai

beberapa fungs:, yaitu :

L.

2

Sebagal sarana komunikasi politik

Parta politik sebagai sarana komunikasi politik artinya bahwa arus
informasi dalam suatu negara harus bersifat dua arah, berjalan dari atas ke
bawah dan dan bawah ke atas. Jadi kedudukan partai daiam hal ini adalah
scbagal perantara (hroker) antara “mercka vang memerintah™ (The ruders)
dengan “mereka yang diperintah™ (/e ruled), Hal ini terutama ditujukan untuk
menghindari terjadinya manipulasi informasi yang dilakukan oleh para petinggi
atau aparatur negara maupun para anggota Dewan Perwakiian Rakyat dalam
merumuskan  peraturan  perundang-undangan maupun Ketetapan-ketetapan
lainnya. Sebuah informasi yang tidak jelas kebenarannya akan berdampak pada
muncuinya opini pro-kontra terhadap hasil keputusan pemerintah karena setiap
individu memiiiki pandangan-pandangan yang berbeda (different review)
sehingga menghasiikan persepsi vang berbeda pula (misperceprion). Akibatnya
dampak negatif terbesar adalah terjadinya demonsirasi besar-besaran karena

kekecewaan atas tidak transparannya informasi dari pemerintah.

. Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisast politik  adalah proses dimana  sescorang  memperoieh
pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada. proses
itu juga mencakup proses dimana masyarakal mewariskan norma-norma dan

milai-nilat dari satu generasi ke generasi berikutnva. 'Fungsi imi memberikan

o Swemund Neumann, Adodirs Foditical Pareias, Comparative Palitics © A Reader | diedit oleh
Harry E. Eckstein dan David Apter , London | The Free Press of Glencoe, 1963, hal, 352 dikutip
dari Miriam Budiarjo, Partisipasi don Parrar Politik, Jakarta | PT Gramedia, 1981, hal 14
1 -

Ibd. . hal 16
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tugas kepada parai politik agar senantiasa memperhatikan kemampuan atau
pengetahuan masyarakat sekitarnya tentang politik itu sendiri. baik melal
pendidikan formal maupun informal misainya daiam forum seminar atau diaiog
antar person. Melaui pendidikan politik ini maka sedikil derm sedikit mampu
membentuk masyarakat yang bisa memahani terhadap setiap gejala politik
vang sedang berkembang. Dengan demikian pemerintah (rezim vang berkuasa)

tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertindak sewenang-wenang.

3. Sebagai sarana rekrutmen pohitik
Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari
anggota baru dan mengajak orang vang berbakat untuk berpartisispasi dalam
proses politik.'Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai,
sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.
4. Sebagar sarana pengatur konflik

Di negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya
perbedaan dan persaingan pendapat merupakan hal yang wajar. tetapr daiam
masyarakat yang sangat heterogen sifatnya sangat periu diwaspadai karena
perbedaan etnis, status sosial, ekonomi atau agama, kecenderungannya adalah
mudah sckali terjadi konflik. Hal ini dikarenakan setiap “manusia nyata™
tidak pemah berhenti mencari dan mencari  sesuatu yang belum
didapatnya.’Artinya kapanpun dan dimanapun manusia akan berusaha keras
agar bisa berkuasa. Sebaliknya manusia juga akan berusaha menghindari
kelemahan dan kekalahan, Oleh sebab itu penikaian-pertikaian semacam ini
dapat diselesaikan dengan bantuan panai politik, atau dapar diatur sedemikian

rupa, sehingga dampak-dampak negatifnva menjadi seminimal mungkin.
Berdasarkan eksplanasi tentang fungsi-fungsi parpol diatas maka
relevansinya adalah bagaimana parpol-parpol yang berkembang saat ini vang
jumiahnya kurang iebih 200 partai bisa memainkan perannya secara optimal
sehagai organisasi politik vang diakui absah secara hukum berpotensi mengubah

sejarah perpolitikan di negen Indonesia menjadi suatu negara vang terbuka dan

4 :
Ibid. .. hal. 16

* Musa Kazhim dan Aifian Hamzah. Lima Parai Dalam T irehomigeny, Avalisis dan Prosek,

Bandung : Pustaka Hidavah, 1999 hal 13

ol
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memiitkl situasi dan kondisi pemenntahan vang akui’ dan dinamms, staininas
nasional vang terjaga dan pengaruh kerusuhan, sistem perckonomian yang mapan
dan modern serta memiiiki masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata.

Pada hakekatnya memang politik bersama senibu satu definisinya, ujung-
ujungnya adalah kekuasaan. Dermiian juga partar poliuk pada akiimya mereka
juga bertujuan untuk menguasai nceara dan mempertahankan  kedudukan
kekuasaan di dalam negara dengan jaian menempatkan orang-orangnva dalam
lembaga-lembaga negara tersebut. Oleh sebab itu perlu dicatat babwa negara
indomesia adalah negara hukum, artinya negara Indonesia juga memiliki aturan-
aturan atau konstitusi-konstitusi yang mengatur setiap anggota masyarakatnya,
sehingga pika partai poliik berundak misainva berkampanve ada euka poiitik
vang tidak bisa dilanggar begitu saja, Salah satu prinsip yang perlu dihindan
adalah prinsip dan Nicolo Machiavelli (1469-1527) vang justru menyarankan agar
orang bekerja di lapangan kemasyarakatan dan kenegaraan mengabaikan tata

susila”

2.2 Sistem Kepartaian

Suatu negara yang demokratis baik sccara prosedural maupun substansial
pada prisnsipnya membenkan kebebasan vang bertanggung jawab, artinya rakvat
berhak  mengeluarkan  pendapatnya,  berhak  menyatakan  keinginannya,
berpartisipasi akufl dalam proses politik baik itu melalui kritikan-kritikan atau
tunfutan-tuntutan yang kemudian diarmikuiasikan oieh pamai politik uniuk
disampaikan kepada pemerintah sehingga selanjutnva bisa digunakan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Pada umumnya rakyat mempunyal pendirian yang berbeda-beda
Pendapat wyang berbeda i1ty memmbulkan berbagai aliran politik dalam
masyarakat. Keinginan dan pendapat berjuta-juta rakyat dalam suaty negara itu
disalurkan dalam partai politik. Tiap partai politik menganut aliran tertentu vang
berbeda dari partai poliuk lamn. Melalw partar pohitk pendapat dan kemnginan
rakyal dapat dikemukakan, bahkan dapal pula menjadi kenyataan dalam
pemerintahan suatu negara, apabila partar mendapat kepercayaan rakyat untuk

" Mas'ud Mahfoeds: Heroury Ke Socrares eters Mochiove i Favwa Poe 10 Mei 2002, had 3

an
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memifiki situasi dan kondisi pemenmahan vang aknf dan dinamis, stabilitas
nasional vang terjaga dan pengaruh kerusuhan, sistem perekonomian yang mapan
dan modemn serta memiiiki masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata.

Pada hakekatnya memang politik bersama seribu satu defimisinya, ujung-
ujungnya adalah kekuasaan. Dermmkian juga partar polink pada akinmya mereka
juga bertujuan untuk menguasai ncgara dan mempertahankan kedudukan
hekuasaan di dalam negara dengan jalan menempatkan orang-orangnva dalam
lembaga-lembapa ncgara tersebut. Oleh sebab itu periu dicatat bahwa negara
indonesia adalah negara hukum, artuinya negara Indonesia juga memihiki aturan-
aturan atau konstitusi-konstitusi yang mengatur setiap anggota masyarakatnya,
schingga jika partai polik berundak misainya berkampanve ada etika poliuk
vang tidak bisa dilanggar begitu saja. Salah satu prinsip vang periu dihindan
adalah prinsip dan Nicolo Machiavelli (1469-1327) yang justru menyarankan agar
orang bekena di lapangan kemasyarakatan dan kenegaraan mengabaikan tata

susila”

2.2 Sistem Kepartaian

Suatu negara vang demokratis baik secara prosedural maupun substansial
pada prisnsipnya membenkan Kebebasan vang bertanggung jawab, artinya rakyat
berhak  mengeluarkan  pendapatnya, berhak  menyatakan  keinginannya,
berpartisipasi aktif dalam proses politik baik itu melalui kritikan-kritikan atau
tuntutan-tuntutan  yang kemudian diartikulasikan oieh parai polittk untuk
disampatkan kepada pemenmtah selungga selanjuinva bisa digunakan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Pada umumnya rakyat mempunyai pendirian yang berbeda-beda.
Pendapat yang berbeda 1tu menunbulkan berbagat abiran politk  dalam
masyarakat. Keinginan dan pendapal berjuta-juta rakyat dalam suatu negara it
disalurkan dalam partai politik. Tiap partai politik menganut abiran tertentu vang
berbeda dan partal poliuk fain. Melalw pariar pohtik pendapat dan keinginan
rakyal dapal dikemukakan, bahkan dapal pula menjadi kenyataan dalam
pemerintahan suatu negara, apabila parta mendapat kepercayaan rakvat untuk

" us'ud Mabfoeds, Berewrn Ko Socrarey o Mochiovelli Tawa Pog 80 Me: 2002, had 3

ey
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memegang pemerintahan, Faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi nmbulnya
partal-partai politik antara lain :
a. Persamaan kepentingan dalam pencaharian . Partai Buruh, Partai Tani dan
sebagainyva.
b. Persamaan cita-cita tentang sistem kenegaraan : Partai Nasional, Partai
Sosialis dan sebagainya.
¢. Persamaan keyakinan keagamaan: Partai isiam, Partai Kristen, Parai
Katolik dan sebagainya,’

Berbagai macam latar belakang kepentingan pendinian partai politik di
suatu negara maka secara tidak langsung juga menentukan sistem kepartaian,
Masing-masing negara mempunyal sistem kepartaian sendiri-sendiri  daiam
pemerintahannnya, Menurut Giovanni Sartori, sistem kepartaian berjalan sejajar
dengan perkembanpan masyarakat dari tradisional ke modern.® Jadi menurut
pemahaman penulis bahwa sewaktu-waktu sistem keparntaan dalam suatu negara
bisa berubah formatnya tergantung kebutuhan masyarakatnya agar scsuai dengan
kondisi struktur pemerintahan dalam negara saat 1tu. Untuk menjelaskan evolusi
sistem kepartaian di Indonesia, maka di bawah imi diperkenaikan tiga macam

sistem kepartaian,

1.2,1 Sistem Satu Partai (one party system)

Suatu negara yang menganut sistem satu partai ini hanya terdapat satu
partal saja yang berkuasa dalam negara dan parai-partai lain termasuk partai
terlarang, Akibatnva ialah bahwa pemenniahan di negara itu bersifat diktator,
misainya partar Nazi di Jerman pada masa Hitler berkuasa, Partai Fasis di italia
pada masa Musolini berkuasa, Adanya kondisi semacam ini kecenderungannya
adalah seorang pemimpin atau kepala negara seringkali berbuat "kejam”
{(violence) atau sewenang-wenang kepada sctiap masyarakatnya vang mencoba
tampil didepan untuk mengajukan krikan-kntikan terhadap pemerintahan yang
dipimpinnya, Peluang akan munculnya korupsi, kolusi, nepotisme sangal besar

) Masikun, Nisrem Pedittk fodeoresia Iakarta - C W RH_‘]H‘.'.'H]"II 1984, hal 58
* Grovanni Saror, Partics and Party System, New York : Chatham House Publisher, 1976, hal
1y
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kemungkinannya tumbuh di kalangan birokrat terutama oleh kepala negara vang

otoriter. Oleh sebab 1w dibawah im1 penulis secbutkan kelemahan-kelemahan

sistem satu partai lebih lengkap, antara iam :

I.

(1

=y

Sistem satu partai tidak pernah akan menmjarmin adanya perlindungan
terhadap hak asasi manusia, mengingat didaiam satu pariai selaiu
berbarcngan dengan sistem kediktatoran dimana kekuasaan iegisiatif,
eksekutif, wudikatif berada pada satu tangan sehingga pelaksanaan
kekuasaannya itu berlaku sewenang-wenang.

Rakyat didalam negara itu sclalu penuh kesengsaraan karena hak hidup
manusia yang paling esensial dirampasnva pula seperti halnya perampasan
hak hidup bani Yahudi pada masa pemerintahan Nazi Hitler.

Tidak adanva socrel confrol schingga pemenintah yang berkuasa sangat
sewenang-wenang, idak iagi tenikat pada hukum, karena sistem satu partai
menoiak terhadap universalisme hukum asasi yang diberikan Tuhan
terhadap seluruh umat manusia yang mewajibkan setiap manusia harus
saling menghormati satu sama lain dan tdak berlaku sombong di muka
bumi.

Sistem satu pantai tidak mengakw doktnn-doktrin politik demokrasi yang
berlaku di negara-negara hiberal ataupun di negara-negara demokrasi
lainnya, schingga pengaruh-pengaruh dan luar dicoba ditutup. Hal imi
dilakukan untuk mencegah rakyat atau bangsanya itu (erpengarufi oleh
pemikiran-pemikiran politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara lain.
Tidak mengakw adanya Konstitusi yang berisi tentang demokratisasi,
perubahan terhadap konstitusi negara atau mungkin tentang hak asasi
manusia. fule of law yang menjadi dambaan setiap rakvat sama sekal
dihapus, menmngat rule of law akan diangeap suatu bencana sehingpea
dapat meruntuhkan kekuasaannya,

Tidak mengakui adanva kebebasan pers, karena pemberitaan-pemberitaan
pers akan membantu warganya memahami apa vang scbenarnya terjadi

didaiam kehidupan negaranva. Ancaman lerjadinya perakan kudeta atau
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revoiusioner dari rakyat yang tidak puas msa sewaktu-waktu terjadi

sehingga dapat “melengserkan” kedudukan pemimpin otoriter tersebut.

i |

Rakyat tidak punya pilihan lain ketika pemiiu diadakan karena hanya ada
satu partai politik yang menjadi peserta pemiiu. Jadi sebenamnya pemilu
bukaniah suatu event akbar yang ditunggu masvarakai karena pergantian
kepemimpinan hanva sebuah permainan orang-orang dan partai politik itu
sendiri, sehingga pemimpin negara yang baru juga masih tetap berasal dari
partal yang sama. Akibatnya gaya kepemimpinan dan program-
programnya yang tenikat dengan “visi dan misi” sekelompok orang-orang
lama juga tidak berubah, Walaupun seandainya ada perubahan tetapi tidak
mengindikasikan adanya kemajuan yang berarti bagi masyarakatnya,’
Sedangkan kelebihan atau keuntungan menggunakan sistem saty partai
ini adalah akan berdampak positif bagl suatu negara yang baru merdeka atau
mungkin bagi suatu negara vang memiiiki struktur masyarakat pluralis misainya
terdiri-dari banyak suku, agama, kebudayaan, kelas-kelas sosiai. karena partal
tunggal tersebut bisa berfungsi efektif’ sebagai suatu wadah yang dapat mengatasi
tarikan-tarikan dari  kekuatan sentnifugal yang disebabkan oleh perbedaan-
perbedaan antar suku yang tajam dan menghindan gerakan separatisme dan
gejolak-gejolak sosial fainnya vang menghambat pembangunan tetapi daiam
mengatasi permasalahan ini, pariai penguasa pemenintahan tersebut umumnya

memakai coersif power yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi

2.2.2 Sistem Dua Partai (Two Party Sysient)

Konsep sistem dua partai biasanva diartikan adanya dua partai atau
adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai, misainya
di Amerika dan Ingeris yang masing-masing terdin-dari Partai Demokral dan
Partai Republik untuk Amerika sedangkan di Inggris ada Partai Buruh dan Partai
Konservanf. Sistem dua partai ini biasanya terdapat di negara-negara demokrasi

yang berfaham liberalisme seperti Inggris, Amerika, Canada dan lain-lain, 1

® Suksrna, Op.cit.. hal 73
" Miriam Budiarjo, Opoert.. hal 23
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Dalam sistem im1 partai-panai dengan jelas terbagi menjadi partai yang
berkuasa karena menang dalam pemilu dan partar oposisi karena kalah dalam
pemilu. Partai yang kalah berperan scbagai pengkritik atau oposisi tetapi tetap
setia terhadap kebijakan partai vang duduk dalam pemerintahan, dengan
pengertian bahwa peranan ini sewaktu-wakiu dapat bertukar tangan. Suatu pariai
memperoleh kemenangan jika mendapatkan dukungan suara mavoritas minimum
50 % + | maka partai itulah yang memimpin pemerintahan maupun yang
membentuk kabinet. Sedangkan partai oposisi atau partar minoritas tidak dapat
menjatuhkan pemerintah begitu saja, fungsi mereka hanyalah sebagai kelompok
yang mengoreksi dan meluruskan agar jalannya pemenntahan sesuai dengan
konstitusi suatu negara yang bersangkutan. Ituiah sebabnya di Amerika Serikat
partai oposisi itu disebut sebagai partai patner dimana fungsi partner adalah untuk
memantau tindakan pemerintah atau partai mayoritas.

Realitas membuktikan bahwa sistem ini berkembang sangat baik jika
struktur masyarakal swatu negara penganut sistem dua partar adaiah homogen
(soctal homogenity), karena tidak terdapat jurang yang besar antara kelompok
sosial. Oleh sebab itu komposisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam
dirasakan tidak sesuai jika menerapkan  sistem il Disamping ity ada
kekhawatiran berdasarkan pengalaman masa kepemimpinan Soekamo dan
Soeharto, ada kecenderungan sistem dua partai menciptakan polarisasi kekuasaan
seorang presiden. Disamping faktor struktur masyarakat yang homogen sangat
mendukung stabilitas pelaksanaan sistem dua partal, ada faktor lain vang juga
tidak kalah pentingnya yaitu adanya konsensus nasional yang berkadar tinggi
artinya kemampuan atau kesadaran masyarakat untuk menghindari konflik dan
menvesuaikan tingkah laku politiknya dengan pemerintah atau partal yang

menang, '’

" oid, . hal 24
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2.2.3 Sistem Muitipartai (Muitiparty System)

Sistem muitipartai merupakan sistem kepartaian vang mehbatkan banyak
partai dalam usaha persaingan perebutan kekuasaan di negara vang menganui
sistem multipartai tersebut '*Sistem banyak partai ini umumnva dianut oleh
negara yang tingkat heierogenitas komposisi masyarakatmya nunggi, merupakan
kebalikan sistem dua panai. Tingginya ungkat heterogenitas membawa
konsekuensi pada banyaknya aspirasi-aspirasi atau cita-cita politik dari masing-
masing individu yang berbeda satu sama lain sehingga mewajibkan suatu negara
1tu memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk membentuk organisasi
massa atau partai politik sesuai dengan ajaran maupun nilai-nilai yang dianutnya.
Oleh sebab itu dianggap bahwa pola multipartai lebih mampu menyalurkan
keanekaragaman budaya dan politik dalam suatu masyarakat daripada pola dua
partai. Sistem semacam ini bisa kita temukan di Indonesia. Malaysia, Netherland,
Prancis, Swedia dan scbagainya,

Yang menjadi permasalahan dalam sistem ini adalah pengaiaman sistem
muitipartai di negara demokrasi barat yang berhasi cukup baik temyata udak
cukup berhasil bagi negara-negara berkembang. Fal ini mungkin disebabkan
kurangnya kesadaran maupun pendidikan politik dan warga negara berkembang
untuk menghindari konflik sosial dan politik yang pada akhimya cenderung
menciptakan fragmentasi politik. Mereka rata-rata terlalu terikat declog
golongan daripada kepentingan nasional, schingga masing-masing bersaing
menyusun kekuatan imbangan yang justru menghambat perkembangan ke arah
stabilitas nasional. Sebagai akibatnya kabinet sering lemah karena vyang
menentukan hidup matinya adalah partai politik yang berperan berlebihan Seperti
vang dikatakan Minam Budiarjo, pariai politik tersebut bertindak sebagai oposis
vang kurang jelas. ” Artinya mercka kurang aktif menyusun rencana kebijakan
sebagai alternatif bagi kebijakan pemerintah vang dikecamnya, mereka hanya bisa
menuntut haknya tetapi melalaikan kewajiban. Dengan demikian partai poliuk

memberi kesan bertindak secara kurang bertanggungjawab.

1 Sukarna Sestem Polink Tudonesia. Bandung : Mandar Madju_ 1992, hal 58
" Miriam Budiarjo, Op. ¢it. _hal 26

Ly
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2.3 Sejarah Perkembangan Kepartaian di indonesia
2.3.1 Masa Pra-Kemerdekaan

Zaman pra-kemerdekaan adalah masa-masa suiit rakyat Indonesia untuk
mempenuangkan kemerdckaan bangsa dan negara Indonesia dan pengaruh
kckuasaan para  kolonialisme Belanda maupun Jepang, Berbagai usaha
penyerangan fisik dilancarkan untuk melawan kekejaman para penjajah vang
bersenjata fumayan modern walaupun harus menerima konsekuensi banyaknya
korban yang berjatuhan di medan perang. Atas kesadaran kenyataan kehidupan
yang menyedihkan 1tu dokter Sutomo dan kawan-kawan yang juga dipacu
propaganda dokter Wahidin Sudirohusodo yang menitikberatkan perhatiannya
pada perluasan pengajaran sebagal usaha memajukan bangsa segera mendirikan
Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagal pelopor pergerakan nasional yang
kemudian akhimva berkembang menjadi partal-partai politik di Indonesia,
Gerakan ini menurut Ki Hajar Dewantara bermaksud memulai perakan nasional
umum menuu ke arah berubahnva zaman kolonial menjadl zaman npasional
dengan cara yang radikal.'*Pada perkembangan selanjutnya dalam intenal tubuh
organisasi Budi Utomo terjadi perpecahan antara kaum tua dan kaum muda
schingga melahirkan Syarikat Islam sebagai partal pertama di Indonesia pada
tahun 1912 yang lebih menitikberatkan perhatiannya dalam gerakan ckonomi dan
Keisiaman dan memiliki tendensi politik yang bercorak revolusioner dan

nasionalistis,

2.3.2 Masa Demokrasi Pariementer

Kehidupan partai politik pada masa ini boleh dikatakan sebagal masa
yang benar-benar memberikan angin segar bagi tumbuh suburnya partai politik.
Pada periode ini melalui maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang
ditanda tangani wapres Mohammad [latta, Indonesia menganut sistem banvak

partai politik (AMdulty Party System) vang terdiri dari 40 parpol dari tiga kelompok

" Ki Hajar Dewantara, Dars Hembavguncn Nasional Sampoi Hori Proklanus, tanpa kois
penerbit, dan tehun, hal 9
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aliran polink  jika dikaregorisasikan, aniara lain Komunis, [slam dan
Nasonalis. " Tingkat otonomi pembentukan dan rekruitmen dalam partai politik
sangat tinggi dengan kata lain tampur tangan pemerniniah pada urusan internal
partai bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Akan tetapi kehadiran partai politik
yang begitu besar jumliahnya tidak secialu mendukung efektifitas partisipasi
masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan adanya kondisi negara
Republik Indonesia yang masih lumpuh dari segala segi kehidupan akibat
penjajahan sehingga satu tantangan mendesak adalah hanya berkisar pada
perumusan dasar negara. Perdebatan diantara partai dari berbagai aliran tidak bisa
dihindarkan, karena masing-masing berusaha menawarkan ideologinya sebagai
ideologi negara. Tampak menonjol perdebatan proses perumusan dasar negara
adalah antara kelompok Isiam di satu pthak dan kelompok Nasionalis di pihak
lain. Apa yang mereka perjuangkan adalah apa yang menurut mercka stratcgis
bagi pclestarian ideologi mereka melaiui dasar negara terscbut. Menelaah
fenomena diatas mengindikasikan bahwa perkembangan kepartaian pada masa
demokrasi pariementer juga mengalami hambatan berupa polarisasi ideologi vang
memiliki orientasi berbeda akibat adanya besarnya jumlah partai yang umbuh
tetapt tanpa didahului sosiaiisasi dan pendidikan poiitik terhadap rakyat
scbeiumnya Daniel S. Lev dengan tepat menggambarkan keadaan partai pada
masa demokrasi pariementer ini sebagai berikut :

‘Sistem partai di Indonesia menunjukkan beberapa gejala kekacauan yang tidak
asing bagi sistem multipartai di dunia, Ada partai keeil yang mempunyai pengaruh
vang jauh lebih besar daripada dukungannya dalam masyarakat, disamping 1tu
tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggungjawab penuh
seperti yang biasanva terdapat pada paral yang menguasai pemerintahan tanpa
koalisi. Lagipuia sistem parlementer (di Indonesia) tidak pernah memiliki
kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan dalam tata tertib politik, dan
Juga tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik. Pada akhirnya
pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan ekstra parlementer
seperti presiden dan tentara. Akan tetapi partai politik juga tidak Tuput dari
tantangan dan kalangan mereka sendini. Dan hal ini Juga membantu timbulnya
Demokrasi Terpimpin’ '

® M. Rush Karim, Perpalarn Pareai Politik i Indonesio, lakarta €V Rafawali | 983 ha! 64
% Tbid ., hal 122
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pengkiasifikasian parpol pada masa demokrasi pariementer adalaf :

L

[

V.

Berdasarkan buku terbian Kementrian Penerangan tahun 1951 maka

Dasar Ketuhanan

1) Masjumi

2) Partai Syarikat Isiam

3) Pergerakan Tarbivah Islamivah (Perti)
4) Partai Knsten indonesia {Parkindo)
3) Partai Katolik

Dasar Kebangsaan

1) Partai Nasional indonesia ( PNI)

2) Persatuan Indonesia Raya (PTR)

3) Partai Indonesia Raya ( Parindra)

4) Panai Rakyat Indonesia (PRI)

3) Partai Demokrasi Rakvat (PDR)

6) Partar Rakyat Nasional (PRN)

7) Partai Wanita Rakyat

8) Partai Kebangsaan Indoncsia (Parki)
9) Partai Kedauiatan Rakvat (PKR)

10) Serikat Kerakyatan indonesia (SKI)
11)Tkatan Nasional Tndonesia (TNT)

12) Panai Rakyat Jelata (PRJ)

13} Partar Tani indonesia (PTT)

14) Wanita Demokrat indonesia (WDI)
Dasar Marxisme

1) PKi

2) Partai Sosialis Indonasia

3) Partai Murba

4) Partai Buruh

5) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
Partai-partai lain

1) Partai Demokrat Tionghoa Tndonesia (PDTT
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2} Partai Indonesia Nasionai {PIN)

Keberadaan parpol-parpol pada masa demokrasi parlementer iniiah yang
kemudian mewamai dinamika proses politik pada saat itu. Walaupun pada awai
perkembangannya seringkali terjadi konflik akibat sulitnya kerjasama diantara elit
pariai menuju ke arah konsensus nasional, disebabkan oleh amat tebainya ikatan
ideologi akan tetapi mereka jupa memberikan kontribusi posiiif yaitu terjadinya
pergeseran yang mencolok dalam Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955,
dimana sebeiumnya kekuatan-kekuatan politik dilumpuhkan oleh para kolonial
Belanda dan Jepang. Perincian kekuatan politk yang duduk di dewan adalah 93
kursi (40%) beraliran nasional, 42 kursi diantaranya diperuntukkan buat PNI, |8
untuk PIR Hazairin, dan 13 bagi PRN. ditambah partai-partai kecii lainnya yang
mendapat jatah kurang dari 10 kursi untuk masing-masing partal. Golongan Tslam
mendapat 57 kursi (24%), 44 untuk Masjumi, 8§ untuk NU, dua partai lainnva
hanya mendapat 3 kursi. Golongan komunis mendapatkan 21 kursi (9%), 17 kursi
untuk PKI, golongan sosialis dan Kristen mendapatkan kursi  12,5%, |4
diantaranya untuk PS1."

Demikianiah pemifu 1955 akimya tercatat scbagm perisuwa yang
menakjubkan bagi bangsa Indonesia untuk pertamakalinya melaksanakan salah
satu prinsip demokrasi vang cukup penting. Akan tetapi suatu kenvataan vang
tidak dapat dibantah bahwa semakin beragam kelompok kekuatan yang duduk di
dewan maka semakin besar munculnva gejolak ketidakstabilan poittik, Terbuku
pada kegagalan majelis Konstituante masalah dasar negara, antara Pancasila dan
Islam, dan seringnya terjadi pergantian kabinet Sebagai akibatnya hal ini akan
mengundang beberapa pihak untuk percobaan sistem vang lain, termasuk
didalamnya Sukamo vang mengecap partai politik  dianggap tidak periu,
Berdasarkan argumen itulah pada akhirmya melalui dekrit presiden 5 Juh 1939,
Sukamo  melumpuhkan partai politik vang tdak schaluan dengannyva dan

merupakan awal periode demokrasi terpimpin

Y Alfian, Pemily (955 ngek Dewen Perwekilin Rakyed, Jakana  Leknas, 1971, hal 3
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2.3.3 Miasa Demokrasi Terpim pin

Kegagalan masa demokrasi pariementer menyelesaikan berbagai
persoalan-persoalan dalam negeri akibat pertentangan antar ideologi mendorong
Sockarno untuk segera melakukan tindakan pengambiialihan  kekuasaan
pemerintah sepenuhnya, dan segera kembali ke UUD 4%, Sukarno merasakan
tindakan ini perlu dilaksanakan karena parpol-parpol saat itu sangat beronientasi
pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan
politik nasional secara menveluruh Di samping itu, Soekarno juga melontarkan
gagasan bahwa demokrasi pariementer tidak sesua dengan kepribadian bangsa
Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong-rovong dan kekeluargaan. Soekarno
Juga menckankan bagaimana besarnya peranan pemimpin dalam proses politik
vang berjalan dalam masyarakat kita, sehingga puncaknya tanggal S Juli 1959,
Sockarmo mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinva membubarkan konstituante
dan menyatakan kembali xe UUD'45. Dekrit Presiden inilah merupakan awali
periode demokrasi terpimpin vang ditandai dengan munculnya Sockarno sebagai
pemain utama dalam arena politik Indonesia. Demokrasi terpimpin  ini
memungkinkan Soekarmno uniuk menjadi salah satu agenda setter  politk
indonesia, yang akhirnya membuat dia menjadi pem Impin yang sangat berkuasa.
menjadi seorang diktator. Proses politik vang berjalan kemudian semuanya
bermuara pada Soekarno, dengan segala arribure vang dimiitkinya.

Adanya kekuasaan Soekarno yang semakin bertambah luas mengatur di
segala bidang kehidupan dalam negeri, maka harapan sebagian masyarakat
Indonesia tampaknya akan menjadi impian belaka, karena perubahan-perubahan
yang terjadi memberikan indikasi penguatan posisi presiden Sockarno sebhagai
pemimpin - yang  sewenang-wenang  Perubahan-perubahan ity misalnya
pembubaran DPR hasil piliban rakyat diganti dengan DPR Gotong-Rovong hasil
penunjukan dan pengangkatan Sockarno sendiri, pembubaran Partai Masjumi dan
PSI (kedua partai ini dihubungkan dengan kegiatan pemenntah tandingan PRRI,

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. vang dibentuk pada awal Februari

(AP

LA
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1958), dan pembentukan alat poittik berupa Dewan Nasional. Semua tindakan-
tindakan ini jeias banyak merupakan proses pengalihan kekuasaan ke tanpan
Soekarmno sendiri dari unsur-unsur politik lainnya, kecuali mungkin PK1 dan ABRI
yang pengaruh politik mereka juga menjadi relatii besar. Atau bisa dikatakan
masa demokrasi terpimpin adalah masa yang paling berat bagi kelompok politik
penentang,

Oleh sebab itu parpol kehilangan peranannya dalam politik nasional,
walaupun pada masa demokrasi terpimpin i masih tetap menerapkan sistem
multipartal “yang terkontroi'oleh pengaruh  kekuasaan presiden  Soekarno.
Golongan komunis memainkan peranan penting dengan temperamen tinggi.
Sementara PNI dan NU serta partai-partai kecil praktis dilumpubkan karena
ditekan presiden yang menuntut agar mereka memuji serta mendukung segaia
ucapan dan tindakannya. Semenjak itu puia slogan-slogan Sukarno seperti
demokrast terpimpin, sosialisme Indonesia, kepribadian Indoncsia, persatuan
kaum NASAKOM dan sebagainya senantiasa mendominasi diskusi umum
Sepuluh  parpol termasuk NU dan PNI serta golongan  komunis tetap
diperkenankan hidup tetapi wajib bagi mereka untuk menyatakan dukungan
hangat terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan
ide-1de mercka sendiri dalam suatu bentuk sesuai dengan doktrin presiden. '

Politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tarik-ulur yang
sangat kuat antara ketipa kekuatan politik yang utama pada waktu ilu, yaitu:
Presiden Sockamno, PEI. dan Angkatan Darat. Sockarmo memiliki sejumiah
agenda politik iersendiri, vang daiam perwujudannya membutuhkan aliansi dari
salah satu parpol yang besar semacam PKI. Di lain pihak, Soekarno juga
mempunyal kekhawatiran akan semakin  kuatnya PKI karena memperoich
kekuasaan di eksekutif maka beliau juga periu dukungan dari Angkatan Darat
untuk mengendalikan keamanan nasionai jika sewaktu-wakiu terjadi kudeta vang
datang secara tiba-tiba, suatu posisi yang sangat dilematis bagi presiden Soekamo,

Menurut (ieorge Kahin, dalam proses tarik-ulur tersebut tidak jarang presiden

" Herbert Feith, Pemikivan Politik Indonesia 1945-1965 + Suatn Pergenter, dalam Mirium
Budiarjo, Op.cit.. hal 20|
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Soekarno memperiihatkan kecenderungan untuk jebih memihak kepada PKI kalau
terjadi pergeseran kepentingan pada saat itu, terutama dengan pihak AD "

Permainan politik Soekarno yang kelihatannya berpegang pada prinsip
perimbangan kekuatan (halance of power) akhimya mengarah dipertajamnya
pertikatan-pertikaian politik antara dua unsur kekuatan politik vaitu PKJ dan AD
vang saling berebut tempat pahng dekat dengan pusat kekuasaan vaitu Sockarno
sendiri, misainya ABRi pada saat itu mendirikan "Organisasi Massa® Soksi
(Sentral Organisasi Karyawan Sosiaiis Indonesia) untuk mengimbangi kekuatan
Sobst (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), serikat buruh paiing
berpengaruh yang dikuasai PKI dengan tiga juta anggota pada IQEE.EDSayuﬂ
Hasibuan mengatakan bahwa "Soksi berhasi] menampilkan din sebagai pesaing
yang kuat bagi serikat buruh yang ada. Pada empat tahun periama ( i962-1966)
dilaporkan sudah ada 7 sampai 7.5 Juta anggota Soksi di Indonesia 'Pertentangan
anftara dua kekuatan inilah yang pada akhirmya menimbuikan kekacanan poiitik di
Indonesia muncul kembali. Desas-desus bahwa Soekarmno sedang menderita sakit
parah menjadi situasi politik semakin tidak pasti. Selamutnya menurut CTA.
kondisi ini dimanfaatkan PKI untuk melancarkan kudeta karena khawatir dan
takut  menghadapi  tentara  sendirian  ketika seandainya  tentara
bcrkuu&a.xWalaupun ada beberapa pendapat lain yang tdak setuju dengan
analisis CIA tersebut.

Kudeta tahun 1965 telah memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang anti
PKT dan anti Sockarno, Bersama-sama tentara, kekuatan-kekuatan baru ini terlaly
kuat untuk dikekang, mungkin Soekarno tidak mau bertindak untuk meiawan
kekuatan-kekuatan baru itu karena dia berharap bisa memperoieh kekuasaannya
kembali melaiui cara damai dan untuk mencegah pertumpahan darah. tetapi

tindakan cepat Socharto yang berhasil menguasai tentara dan pengaruh para

2 George Kahin, Indanesian, Major Gavernment of A sia, New York, lthaca : Cornel University
Press, 1963 dalam Afan GaiTar, Poliik Indovesic - Trotetsest Merrigne Dienmokrerss. Youvakarta |
Pustaka Pelajar, 2000, hal 28

* Everett D Hawkins, Tabor in Transition, dalam Leo Survadinata, Coltar dan Militer + Stiudi
lenmang Budaya Polink, Jakarta - 1.P3 ES, 1995, hal. 16

* Ibid... hat.17

“ Ihid__hal 19
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Jenderal pro-Soekarno. menyebabkan Soekamo akhirnya terpaksa harus turun dari

Jabatannya, sehingga masa demokrasi terpimpin juga berakhir

Z.3.4 Masa Demokrasi Orde Baru

Format sistem kepartaian orde baru memperithatkan suatu kenyaiaan
yang sangat jauh dan prinsip-prinsip demokrasi, vaitu terjadinya proses
“penyederhanaan’ sistem kepartaian vang dilakukan pemerintah dengan ditopang
ABRI. Langkah im dianggap positif oleh pemenntah karena memahami
pengalaman masa lalu yang memberikan suatu gambaran bahwa kelahiran
banyaknya partai politik maupun organisasi kemasyarakatan non-politik yang
terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah akan dapal menimbuikan
‘gejolak”™ vang dapat mengganggu  stabilitas politik  dalam negri sehingga
akibatnya pembangunan ckonomi tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh schab ity
melaiui berbagai alasan pemerintah orba selalu  bertindak legas terhadap setap
gerakan yang berusaha mencoba melakukan kritik kepada hasii keputusan
pemerintahannya. Tidak heran jika seringkali aktivis demonstrasi vang dilakukan
mahasiswa maupun masvarakat kecil umumnya dianggap sebagal tindakan
subversif’ yang periu dibersihkan. Melalui UU No.3 /1975, partai-pariai warisan
pemiiu 1971 dilebur pemerintah menjadi dua partai vaitu PPP dan PDI pius satu
Golongan Karva (Golkar) “Golkar sebagar organisasi politik vane berbasis ABR]
dan pemernintah sengaja tidak mau disebut sebagal partai politik pada awalnva
dengan harapan bisa seenaknya jika sewaktu-waktu dapat membenamkan partai
pohitik dengan mengungkit kelemahan partai di masa lalu. Dengan demikian
Golkar bisa lepas tangan karena ia merupakan pendatang baru sekaligus pula tidak
termasuk dalam kategori sebagai partai politik

Strategl pemenntah orde baru untuk menyusun perangkat kKonstitusi vang
menguntungkan bagl dirinya belum berhenti sampai  disini. antara  lain
dibentuknya politik massa yang dilegitimasi UU no. 8 / 1985 lentang organisasi

Kemasyarakatan. Sejak saal itu organisasi massa yang penting bagi buruh, petani,

' Surya, Senin, 4 Dasember 1995, hal 3
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nefayan, pegawal atau guru dan pemuda diatur dalam wadah-wadah tunggal.
Bahkan wajib bagi setiap organmisasi diwajibkan untuk berasas tunggal Pancasiia
Termasuk AD/AR'T partai saat itu harus berasaskan Pancasila kemudian praktek
depolitisasi massa vang lain adaiah dengan melakukan foating mass atau massa
mengambang artinya individu-individu tidak memiliki tkatan tertentu dengan
partai politik, kecuali pada saat pemilu. Hal it dilakukan dengan mengijinkan
parpol hadir hanya pada tingkai kabupaten, yang merupakan sebuah distrik
pemilihan. Alasan yang dikemukakan pada dasarnya jangan sampai masyarakat
termasuk masyarakal pedesaan, terkotak-kotak ke daiam ideologi dan terombang-
ambing oleh permainan parpol yang ada. Tetapi kenyataannya, kebijaksanaan ini
hanya diberlakukan buat partai-partai politik, bukan partai pemerimah sr;:hmgi_a
Golkar dapat dengan feluasa melakukan aktivitas rekruitmen sampai ke tingkat
paling bawah. Aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai desa merupakan alat
politk vang paling efisien dan efektif dalam memobilisasi dukungan buat Golkar
dalam setiap pemilu orde baru. Oleh sebab itu enam pemilu orde baru (197i-
1992). Golkar senantiasa menjadi pemenang dengan peroichan suara mutlak.

antara 62,11% hingga 73,16%.

Tabel i
Hasil Pemilu Masa Orde Baru (%)
I Tahun |  ppp | Golkar PDI
| Suara | Kursi Suara | Kursi Suara  Kursi
o7 2771 | 62,80 | 62.80 65,56 1009 | 833
| 1977 2929 62.11 62.11 64,44 8.60 8,06
98 |27 T e e 7.88 6.00
h%? 15,97 73.16 73.16 74.75 1089 | 10,00
1992 17,00 68.10 68,10 70,50 1490 | 14.00

Sumber : tep Saefullah Fatah, Zaman Kesempatan : Agenda-agenda Besar
Demokratisasi Pasca-Orde Baru, Bandung, Mizan, 2000, hal, 123

Memahami fenomena diatas nampak bahwa begitu canpgih skenario

politk yang diciptakan oleh pemenntahan Orba untuk memperkuat pOSIST
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strategisnya di segaia ruang kehidupan sehingea mereka mampu  mencapai
berbagai macam keuntungan dan mampu memonopoll banyak warga khususnya
kalangan bawah sehingga menjadikan pemerintah demikian efektif’ didaiam
melancarkan Program-programnya lanpa gangguan atau ancaman vang cukup
berarti. Kondisi ini Juga disebabkan adanya sikap warga negara pada umumnya
karena terlalu lama hak-hak politik mereka tergerus maka ia cenderung ‘nrimo’
diperlakukan apa saja. Sementara dipihak lain ada sistem kekuasaan dengan daya
dukung piranti UU yang kuat sangat menikmat ketidakberdayaan tersebut. Praktis
saja jika kehidupan kepartaian pada masa orde baru menjadi  benar-benar
terhambat. PDI dan PPP yang seharusnya sebagai partai oposisi ( pengontrol )
terhadap partai yang berkuasa dipemerintahan temyata tidak mampu memainkan
perannya  scbagaimana  mestinya,  malah terjadi  perebutan  kekuasaan
kepemimpinan antar intern elit partai, misainya ditubuh PDI antara kubu Suryadi
dan kubu Megawati, dan persaingan antara Ismail Hasan Metarcum dan Buya
pada muktamar 7T PPP tahun 1989 merupakan contoh ketidaksiapan partai
menghadapi permainan politik orde bary Oleh sebab itu secara tidak langsung
kondisi ini membenarkan pernyataan Mendagri Yogi 8. Memet dan presiden
Soeharto sebagar penguasa orde baru melalui ketua Bappenas (Jinanjar
Kartasasmita, dikatakan bahwa ‘partai oposisi fidak sesuai dengan amanat
Pancasila dan UUD 1945, bahkan hisa menghancurkan Pancasila” ™

Munculnya orde baru temyata tidak menimbulkan perubahan dalam
kehidupan kepartaian indonesia Khususnya dan kehidupan politik pada umumnya.
Partai politik tetap tidak mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan
di negara kita. Kemandirian partai masih jauh dari apa yang diharapkan,
I‘emenintah orba tampaknya benar-benar sengaja melanggar amanat GBHN 1993 ¢
dalam rangka pembangunan politik, kemampuan, kualitas serta kemandirian
orsospol perlu terus ditingkatkan schingga dapat menjalankan perannya sccara
mantap dalam tatanan kehidupan politik termasuk  daiam pemahaman  dan

pengamalan Pancasiia sebagai satu-satunya asas, didalam kehidupan masyarakat

“ Kedanlatan Rakya, lum’at, 15 Sentember 1905 hal 4
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dan t:-f:rn-.:gam._ﬁsehingga pada akhimya melalui kekuatan mahasiswa dan berkat
dukungan dan beberapa eit poiitik non-orba warga indonesia pada umumnya,
gerakan demonstrasi terjadi besar-besaran diberbagai wilayah Indonesia hingga
pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan orde baru maupun presiden Soehario pada
tanggal 21 Mei 1998. Demikian dapat dipahami bagaimana posisi dan peran
parpol vis a vis peran dan posisi pemerintahan orde baru., telah ada kesepakatan
umum, Pertama. dalam perjalanannya, orba telah menformat struktur politik
yang khas dengan sosok negara yang kuat, besar. dan kukuh sebagai cinnya yang
terpenting. Kedua, dalam struktur politik semacam itu, terbentuklah sistem
kepartaian orde baru yang ramping, tertutup, serta tidak mandiri karena
terinstitusionalisasi daiam jalur “pembinaan’ negara Ketiga, besarnya intervensi
negara dalam kehidupan parpol pun menjadi ciri inheren keberadaan parpol
Orba =

2.3.5 Masa Reformasi

Jatuhnya presiden Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia
tanggal 19 Mei 1998 vang kemudian digantikan wapres Habibie  untuk
meianjutkan sisa masa jabatan presiden Socharto vang belum berakhir merupakan
awal bergulirnya era reformasi di negara kesatuan Republik Indonesia, Meskipun
pergantian kepemimpinan sebagai salah satu tuntutan rakyat Indonesia yang sudah
terpenubn, perkembangan politik di tanah air tidak serta merta menjadi lebih baik.
Hal ini disebabkan adanya berbagai persoalan vang beium tuntas, dan oleh karena
Itu menghasilkan berbagai ketidakpastian. Selain menghadapi masalah legitimasi,
pemerimtah B.J Habibie secara terus-menerus tersudutkan olei berbagai 1su vang
semakin menggoyang kredibilitasnya dimata masvarakat baik didalam e
maupun luar negn

Di era reformasi pemerintah mulai bersikap terbuka dan transparain dalam

bertindak agar dapat sedikit demi sedikit bisa membentuk socral frust vang selama

*Thid  hal 5
* Eep Sacfullah Fatah, Zaman Kesempatan © Agenda-agenda Besar Demaolratisast Pasca-Orede
Barnw, Bandung | Mizan, 2000, lial 86
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mi hilang karena kesewenang-wenangan pemerintah rezim Orba terhadap
rakyatnya, Meialui UU no. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, setiap warga diberi
kesempatan yang sama untuk mendirikan partai politik baru. Sebab parpol
diharapkan menjadi sarana yang berarti. berfungsi dan berperan sebagai
perwujudan kemerdekaan berserikat , berkumpul dan mengeluarkan pendapat
dalam mengembangkan kehidupan demokrasi vang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertanda tatanan
politik pasca Soeharto menunjukkan ke arah pluraiisme yang bertujuan untuk
mewujudkan cita-cita nasional banpsa Indonesia dan mengembangkan demokrasi
berdasar Pancasila, Kelahiran banyak partai vang berjumiah kurang ichih 270
parpol yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapar
berarti positif sepanjang didasarkan pada asas kebhinekaan yaitu mengakui
keberagaman aspirasi politik rakyat untuk dikembangkan sccara maksimal,
sehingga rakyat akan mengalami pendidikan poiitk vang iebih baik dan iehih
dewasa. Namun jika kita perhatikan pengalaman pemilu dengan banyak partas
pada pemilu 1999 mencatat sebuah fenomena reformasi pohik yang berjalan unik
dan terkadang 1ronis. Sri Bintang Pamun gkas satu diantara beberapa tokoh vang
disebut reformis yang konsisten dan gagasan reformisnya terkadang kelewat
radikal, kehadirannya bersama parpol vang didirikan, yaitu PUDI ( Panai Uni
Demokrasi  Indonesia) temyata tidak mendapat respon vang bagus dari
masyarakat. Demikian juga dengan tokoh muda lainnya  yang lantang
menyuarakan gagasan reformasi seperti Budiman Sujatmiko dengan PRD (Partai
Rakyat Demokratik), Bambang Sulistiono dengan PADI (Partai Aliansi Demokrat
Indonesia) dan tokoh partai baru lain vang tergolong reformis dan sangat anti
Golkar vang kurang mendapat dukungan suara dalam pemilu 1999 Mungkim
beberapa penyebab gejala ini bisa torjadi antara lain - 1) karena tokoh-tokoh
tersebut tidak punva kharisma atau basis dukungan vang sangatl terbatas.
Sementara partai-partai besar sisa orba tetap mendapat tempat dihati masvarakat,
Z) scbagai partai pendatang baru yang tidak punya akar historis dalam dunia

kepartaian di masa silam. partai-partai baru tersebut semestinya melakukan upava
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kerjasama untuk mendapatkan kursi, misalnya melalui stembus wccord”” Tetap
nal 1tu tidak dilakukan karena mungkin pimpinan partai kelewat percava diri
untuk bisa mendapatkan dukungan suara dari rakyat. Tepat sekali jika Mulyana
W. Kusuma salah satu anggota KPU mengatakan bahwa usaha fusi Integrasi bagi
parpol yang ada tampaknya sangat sulit, karena masing-masing parpol tentu ingin
memperjuangkan existensi partainva.““Sebenarnya semua ini dilatarbelakangi
sebuah perasaan chronic mistrust, yaitu sebuah rasa tidak percaya pada siapa saja,
termasuk diantara kaum reformis 1ty sendin misainya antara Gus Dur-Megawati
disatu pthak dan Amien Rais dipibak Iain, 3) Lemahnya sistem kepartaian artinya
pelembagaan sistem itu tidak cukup’ dengan diterimanya sistem multipartai dan
diakuinya partai sebagai peseria pemilu tetapi parpol-parpol iersebut dibangun
sebagai parpol yang berakar dimasyarakat vang mampu menjalankan (ungsi dan
memainkan peran memadai serta vang memiliki peraturan dan struktur organisasi
yang mapan. Oleh sebab itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diatas maka
pembaharuan sistem pemilu di Indonesia untuk masa-masa mendatang perlu
sekall, pertama, mempertimbangkan jumlah partal yang berhak mengikuti pemiiu
dengan menggunakan ukuran dan kusiifikasi vang bisa diperianggungjawabkan
menurut prinsip dan hakekat demokrasi. Kita bisa membayangkan tingkat
kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang berwenang mefakukan seleksi partai. Di
era reformasi dan keterbukaan politik vang baru dilaksanakan, menghalangi
keikutsertaan suatu parpol baru didirikan sekelompok orang bisa dituding sebagai
anti demokrasi dan bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945, tetapi meioloskan
sekian banyak partai menjadi peserta pemiiu  bisa juga berakibat pada
terhambatnya proses persatuan kehidupan demokrasi melaiui instrumen pemilu.
Kedua, parpol saat ini harus memuiai memainkan peran politiknya antara fain
menyelenggarakan pendidikan politik seperti sosiaiisasi Uil atau furut serta
menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) partai poltik ataupun RUU
pemilu dan sebagainya. Disamping itu juga pertemuan antar parpol baru sangat

penting untuk membangun jaringan dan tukar-menukar informasi, schingga proscs

¥ Stembus accord adalah pengpabunigan sisa suara dikutip dart Saifullab Ma'shum, KPE dawr
Kemmtroversi Pemila 1999, Jakarn - Pustaka Indoesia Salu 2000, hal xxviii
A Kompas, 17 September 2002, hal 6
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politk vang beralan bisa menciptakan struktur vang memungkinkan seluruh
elemen masyarakat di tingkat individu, keluarga, kelompok dan golongan baik
secara sendini-sendini maupun secara kolektif berpartisipasi dalam kehidupan
bersama yang disatu pihak mampu memberikan ruang pengakuan dan
penghormatan bag perbedaan dan dipthak lain mampu mengusahakan kehidupan
bersama atas dasar prinsip persaingan dan kerjasama.

Agar dengan tegas memberikan arah pada demokrasi bagi sistem politik
bersama unsur-unsur vang dikandungnya maka reformasi konstitusi atau
kebijaksanaan pubhk juga perlu diadakan untuk mengubah dan meniadakan
peraturan lama yang tidak relevan dengan proses demokrasi dengan menciptakan
kebijaksanaan baru yang diperiukan. Contoh perubahan produk UU vang sudah
dilaksanakan pemerintah misainva UU politik yang dikeluarkan pada tahun 1985
diganti UU dan PP bidang politik yang disahkan pada tanggal i Februari 1996
laiu dapat mendorong ke arah demokratisasi, meski masih banyak kekurangan-
kekurangan yang terkandung di dalamnya. Tial ini wajar . karena mekanisme

proses pembuatannya dilakukan oleh DPR hasil pemilu 1997 lalu.

y
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Tabel 2

e
LA

Pcrbandmgan Liti Polink Tahun 1983 dan 1999

Partai Politk

UU POLITIK TAHUN

1985

Tidak
diperbolehkannva

lembaga  independen
nasional niaupun
internasional intuk
memantau Pemily

bolen

Hanya ditkuii

oieh PPP, Golkar dan

PDI (pasal 1 avat 8)

v' Semua asas, landasan.

dasar dan pedoman
pokok partai  politik
adalah Pancasila
{penielasan)

Jumiah anggnta ABRI

vang dmnr__kat
berjumlah 100 erang
(pasal 11)

Ltusan ”U-luuqa.ﬂ l
qumI}L&T leh Presiden !
(pasal T avai 1)

Relua  DPR dapat
merangkap anggoota
MPR (pasal | avat ﬂ_i,l

Sumber Jawa Pos, Edisi |5 _r"';pl']l 1999

UU POLITIK TATHIUN

19949

menyebutkan §v"  Lembaga-lembaga

pemantau Pemilu baik
dart dalam maupun dar
war  negeri  dapat
mielakukan pemantauan §
(pasal 26)

Partai polilik vang telah
memenuhl  persyaratan
(pasal 39)

Asas, aspirast  dan
program partai politik |
tidak berfentangan
dengan Pancasila
{pasal 2 ayat 2)

ﬁﬂgvﬂlﬂ ABRI vang
diangkat sehanyak 38
orang {pasal 11 ayat 3)
Ltusan golongan ‘
diau.nu.. pada DPR
{pasal 2 a Vi) :

Ketua MPR  tidak !
ddpdt dirangkap i\LiUcl
DPR (pasai 9 avat 2 I

Menganalisis tabel perbandingan UU politik diatas maka bisa dikatakan

bahwa pemenntah sudah meiakukan iangkah maju karena bisa mengubah UU
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politik tahun 1985 yang isinya terdiri-dari peraturan-peraturan “permainan’”’
sekelompok elit dan orang-orang di sekitar penguasa Orba untuk mempertahankan
kekuasaannya, Seandainya peraturan-peraturan itu tidak diubah maka masyarakat
Indonesia yang sekarang pada umumnya sudah mampu memahami gejala politik
bisa bertindak keras melakukan gerakan revolusioner manakaia sikap “sabar’ tidak

berhasil menghentikan kekuatan otoritarianisme tersebut,
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S k

BABII ——m
Reformasi Politik Sebagai Usaha Transisi Menuju Demokrasi
3.1 Perikcmbangan Proses Demokratisasi di indonesia

Membahas masalah demokrasi di Indonesia bukaniah suatu hal vang baru
lagi. Seuap kolom-kolom berita politik di media massa yang terbit di wilayah
nasional indonesia tidak pernah sepi dari isu demokrasi Sejak awal merdeka
sampai awal perkembangan politik Indonesia kontemporer maupun untuk masa
akan datang tampaknya ada probability bahwa masyarakal, para pengamat atau
ahli politik maupun penyelenggara negara masih disibukkan merumuskan format
sistem demokrasi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi negara Kesatuan
Republik Tndonesia (NKRT) Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran
mengenal hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekan dalam
hidup bernegara antara abad ke 4 sebeium masehi sampai abad ke 6 masehi. Pada
wakiu itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat
langsung (direct democracy), artinya hak rakyai untuk membuat keputusan-
keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang
bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, Sifat langsung ini dapat dilaksanakan
secara efekuf karena negara kota (ciny stare)Yunani Kuno berlangsung dalam
kondisi sederhana dengan wilayah negard yang hanya terbatas pada sebuah kota
dan dacrah sekitarnya serta jumlah penduduk viang hanya iebih kurang 300.000
orang dalam satu negara 'Oleh sebab itu apabila model demokrasi seperti ini kita
impiementasikan ke dalam negara Indonesia sangatiah tidak mungkin. Sebab
jumlah penduduk indonesia tidak Tagi dalam Jumiah ratusan ribu tetapi berjumiah
ratusan juta vang tersebar ke berbagai wilavah yang saling berjauhan letaknya
Deniikian akhimya demokrasi yang berlangsung di Indonesia adalah demokrast
perwakilan yaitu masing-masing kelompok masyarakat menempatkan wakilnva di
lembaga dewan sebagai penyambung aspirast dari rakyat kepada pemerintah

Secara sederhana menurut Fep Sacfullah. demokrasi berarii pemerintahan dari,

O ‘ Wik UFT Perpustakaan
ST | U RASITAS JENBER
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oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemenntahan dengan segenap kegiatan
vang dikelofanya dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subyek atau titik
tumpu. Demokrasi merupakan sistem yang bertumpu pada dauiat rakyat, bukan
daulat pemimpin, daulat negara atau pemerintah, atau daulat raja“Namun suatu
kenyataan membuktikan bahwa beberapa kaii bangsa Indonesia dalam prakteknya
mengembangkan sistem demokrasi, terutama pada masa demokrasi Pancasila orde
baru, memunculkan perseps yang sangat jauh berbeda dengan definisi Eep diatas
vailu adanya sikap vang dibangun oich penguasa rezim saaf ity bahwa demokrasi
merupakan sistem yang bertumpu pada daulat pemimpin. Begitu besar peran dan
posisi presiden waktu itu dalam menentukan setiap kebijakan pemerintah maupun
perumusan nilai-nilai yang wajib dipatuhi masvarakainva., Oleh sebab itu tidak
heran jika kita seringkali menemukan tulisan-tulisan tentang demokrasi di
berbagai media massa sebagai wujud ketidakpuasan warga negara Indonesia
terhadap pengalaman masa lalu Berbagai tuntutan agar proses demokratisas
harus selalu menjadi agenda utama dalam program pemerintah adalah sangat
penting bagi terciptanya kondisi negara yang terbuka, transparan, berkedaulatan
rakyat, mengingat struktur masyarakat [ndonesia yang sangat heterogen.
Selanjutnya untuk memahami secara lengkap dan jelas mengenai perkembangan
proses demokratisasi di Indonesia pasca turunnya presiden Soeharto atau lebih
umumnya disebut sebagai masa transisi Indonesia menuju demokrasi, berikut
dibawah ini akan dijelaskan berdasarkan perodesasi kepemimpinan Masa
Habibie, masa Abdurrahman Wahid, Masa Megawati. Indikator dan keberhasilan

demokrasi adaiah :

W Periuasan partisipasi politik antinya adanya keleluasan partisipasi bagi

stapapun baik individual, kelompok, ataupun kelompok terorganisasi,

J  Keleluasan kompetisi politik, sebelum kekuatan diakui hak hidupnya

bahkan dibeni peluang untuk saling berkompetisi.

: Eep Sachisllaly Fatah, Ao Kesepparan : Asmorda dagenda Besar §Damokratisasi Poosco e
Harw,
Bandusg . Mizan, 2000, Hal Xxxv
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4 Sirkulfast kekuasaan secara berkaia, terlembagakan dan berlangsung
damai tanpa adanya kekerasan maupun konflik politik yang

berkepanjangan.

9 Kontrol terhadap kekuasaan yang efektif. bisa melaiu keterbukaan

pers, kelompok oposisi, atau kritik dari masyarakat umum.’

3.1.1 Demokratisasi Masa Habibie

Terjadinya pergantian kepemimpinan nasional pada tanggal 21 Mei 1998
dari kekuasaan presiden Socharto kepada wapres Habibie bukaniah merupakan
Jamman  (guarantee) dapat  berkembangnya proses demokratisasi  sccara
keseluruhan dan substantial. Walaupun pada hakekatnva suksesi kepemimpinan
hasional ini sebagai bagian bentuk langkah maju yang sifatnya ‘sederhana’ yang
dilakukan oleh pemerintah RI sebagai prasyarat menuju demokratisasi Ada
berbagal macam penyebab mengapa proses demokratisasi pada masa Habibie
lidah bisa berjalan dengan baik. Perfuma, kekuasaan presiden Habibie yang
dianggap banyak kalangan inkonstitusional fersebut ternyata sangat rapuh karena
Kurangnya mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Mereka memperianyakan
lepitimasi kekuasaan kepresidenan Habibie. Ali Sadikin dengan petisi 50
menolaknya, demikian juga kaiangan YKPK vang didukung oleh Gerakan
Keiormasi Nastonal (GRN) yang melibatkan kalangan kampus dan non-kampus,
yang mengemukakan bahwa kepresidenan Habibie tidak sah karena pengalihan
kekuasaan terscbut tidak sesuai dengan konstitusi dan Tap MPR. Seiain itu jupa
bahwa Sochario dan Habibie adaiah satu paket kekuasaan. Kedua, warisan
problem nasional krisis ekonomi yang berkepanjangan masih belum tuntas pada
masa pemerintahan Habibie, sehingga baik presiden lHabibie maupun staf-stafiva
serta para penyeienggara negara yang lain terus disibukkan bagaimana ¢ara vang

seharusnya ditempuh untuk mengatasi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai

Y Eep Seefullah Fateh, Mol des Prosprek Demokeoss o fidonesio, Jakarta © Ghalia Indonesin
1954 hal 12
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ni. Sementara sepert kita ketahui bahwa gangguan perekonomian nasional akan
secara olomatis juga mempengaruhi kehidupan sosial poiitik suatu negara. Keriga,
Masih banyaknya figur-figur pengagum orde baru yang ditempatkan dibeberapa
Jabatan tinggl negara khususnya dalam susunan kabinet reformasi yang dibentuk
presiden Habibie, anatara lain Mempenndag Rahardi Ramelan, Giri Susena
sebagai Menhub, Adi Sasono sebagai Mentri Koperasi, Zuhal sebagai Menristek
dan sebagainya dianggap sebagai  refleksi  crompsm  atau  sistem
DEIJ{DHCDIITI.4:‘:{.’{‘.!?:;}{!!. Habibie cenderung membenkan konsesi politik yang
berlebihan. Hal itu misainya terithat adanya keinginan untuk mempercepat
peiaksanaan pemilu pada Mei 1999, tanpa memikirkan implikasinya, misalnya
apakah undung-undangnya sudah disiapkan atau belum, demikian juga dengan
peraturan pelaksanaannya, apakah ada dana untuk pemilu atau tidak. Demikian
juga tekanan terhadapnva untuk membebaskan tahanan politik, meliberasikan
kehidupan pers, termasuk menghidupkan kembali tempo, Editor, dan Detik
merupakan contoh-contoh sederhana bagaimana Habibie memberikan konsesi
politik terhadap kalangan pengkritiknya, Kefima, Habibie bukanlah politisi dalam
arti schenamya, sehingga kapabiiitas beliau untuk mengatur iiberaiisasi politik
pada masa transisi yang sangat rentan ferjadinya konflik antar kelompok patut
dipertanyakan. Habibic hanyalah seorang teknolog jenius dan kurang dikenal oleh
para politisi karena fudupnya banyak dihabiskan di Jerman untuk belajar menjadi
ahli pesawat terbang. Oleh sebab itu tidak cukup kuat menghadapi berbagai kritk
karena tidak memiliki organisasi massa yang dapat dimobilisasi dengan segera

untuk menghadap krittk dan tantangan tersebut.

Meskipun lima alasan atau faktor diatas adalah bagian dari uraian singkat
yang melatarbelakangi mengapa demokratisasi masa Habibie tidak berjalan
dengan baik, akan tetapi kita juga tidak bisa menutup mata begitu saja terbadap
beberapa kebijakan yang diambil presiden Habibic sebagai peietak dasar prisip-

prinsip demokrasi, antara iain -

T lbid,. hal 3|5

J
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beberapa kebijakan yang diambni presiden Habibie sebagai peletak dasar prisip-

prinsip demokrasi, antara fain -

¢ Melalui UT no. 2 tahun 1999 lentang kepartaian yang isinya pemberiakuan

kembali sistem muitipartai schingga tidak kurang 200 parpol bermunculan

¢ Penghapusan kewenangan Mentri Penerangan teniang pencabutan Surat lzin
Usaha Penerbitan (SIUP) bagi penerbit majalah dan surat kabar yang dianggap

melanggar ketentuan pemerintah
¢ Pembatasan masa jabatan Presiden
¢ Rencana pembuatan UU anti monopoli

¢ Perubahan sejumiah UU politik vang pada waktu itu menjadi tuntutan kalangan

aktivitas politik.

Disamping prestasi-nrestasi kebijakan pemerintahan Iabibie diatas ada
beberapa kebijakan lain vang dihasilkan tetapi oleh banyak pihak dipandang
sudah terlambat dan tidak tepat momentumnya. Mercka memandang kebijakan
tersebut diambil hanya sekedar memuaskan tuntutan yvang muncul dari masyarakat
serta tidak tidak ditindakianjuti secara serius misainya masalah pelanggaran HAM
maupun kekerasan politik, pemerintah Habibie tidak sampar pada aspek
penegakan hukumnya (law enforcement). Berbagai kebijakan politik yang bersifat
parsial tersebut memperithatkan  kurang mampunya pemerintahan  Habibie
membuat kebijakan politik yvang secara sistematis dan terencana memang

diarahkan pada perbaikan tatanan politik.

Memang tidak bisa kita hindari bahwa ketika suatu negara berada pada
masa fransisi maka negara tersebut akan menghadapi berbagai gejolak baru vang
muncul termasuk daiam pemahaman topik transisi menuju demokratisast ini pun
tentunya bersifat kontekstual dan bernuansa kasuistik arti nya terkait dengan

persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Walaupun dimulai
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pada waktu vang sama belum tentu berhasii mencapai tujuan tersebut dalam

waktu yang sama.’
3.1.2 Demokratisasi Masa Abdurrahman Wahid

Ditinjau dari sudut pembentukannya, legitimasi pemerintahan Gus Dur
sangat kuat. Beliau dipiiih sebagai presiden RI vang keempat melalui SU MPR
1999, yang dianggap paling demokratis sepanjang sejarah RI. Tni sangat berbeda
dengan leitimasi B.] [labibie, yang sampai menjelang kejatuhannya saja masih
dpermasalahkan. Namun kuatnya legitimasi Gus Dur, tidak berarti tidak ada
masalah lagi. Fakta menunjukkan bahwa realisasi reformasi tidak semudah yang
dibayangkan, karena reformasi sendin merupakan proses vang penuh
kompleksitas.  Selain menghadapi  benturan-benturan  karena kemajemukan
masalah, pemikiran  dan  kepentingan, juga menghadapi  kontroversial-
kontroversial aspirasi schagai wujud dari kuatnya egoisme politik. Egoisme
politik ini muncul dikalangan para elit politik Indonesia dischabkan adanya
kesaiahpahaman terhadap sikap ‘kebebasan’ vang berlebihan dan salah satu
prinsip demokrasi. Mereka fupa bahwa kebebasan yang dikembangkan dalam
sistem demokrasi adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Setiap aktor yang
terhibat dalam proses konsolidasi demokrasi wa)ib mematuhi “aturan main politik’
yang sama vang mereka pandang sebagai aturan vang absah (iegitimate), dengan
demikian masyarakat pun akan kembali ke kehidupan yang ‘normal’, dalam
pengertian bahwa pertarungan diruang publik hanya dimainkan oich para politisi,
aktivis, dan tokoh-tokoh publik, sementara WArga negara umumnya mengisi ruang

privat dalam kegiatan keseharian yang fenang.

Namun kiranya dapat dipahami bahwa apa vang sedang terjadi pada
masa pemenntah presiden Abdurrahman Wahid itu tercermin pada deskripsi
singkat di awal paragraf diatas. Sebenarnya keputusan presiden Abdurrahman
Wahid menyusun kabinet vang terdiri-dari menteri-menteri dari berbagai

perwakilan partai polittk maupun keiompok kepeniingan adalah benar, karena

" Andre Parera, Pemilu 1999 don Persoedarene, Kompas, Kamic 22 Anril 1094
* " r
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ituiah konsekuensi sebaga; negara yang memiliki strukiur masyarakat yang
beragam. Bagaimanapun Juga setiap tindakan pemerintah termasuk didalamnya
lembaga-iembaga negara daiam merumuskan kebijakan tertentu harus akomodatif
terhadap aspirasi-aspirasi dari semua golongan atau fapisan masyarakat, sehingga
tidak dianggap sebagai perbuatan diskriminatif. Akan tetapr kabinet vang disusun
oleh presiden Abdurrahman Wahid tersebut ternyata mencerminkan kinerja yang
tidak optimal. Koordinasi dan kerjasama antar menteri tidak terjalin kuat. Hal ini
disebabkan adanya menteri-menter vang masih disibukkan dengan ambisi dan
kepentingannya masing-masing, sehingga diragukan loyalitasnya kepada presiden.
Inilah merupakan efek negatif membentuk kabinet kompromistis,"Tampaknya
kekhawatiran David E.Apter dalam penjelasannya lentang sistem demokrasi yang
terdiri-dari banvak kescpakatan ideologi akan berpengaruh pada munculnya gejala
polarisasi ideolopi oleh berbagai aktor politik di setiap kesempatan dan dimana ia
berada telah terjadi di Indonesia. "Kondisi demikian jika dibiarkan terus-menerus
justru akan menghambat lajunya usaha pemenintah menyelesaikan tuntuan-
tuntutan reformasi dan terutama sistem demokrasi yang diidam-idamkan rakyat
menjadi terabaikan. Akibatnya muncul peranyaan-pertanyaan yang sama diantara
para aktivis reformis. pengamat politik, budayawan atau mungkin masyarakat
pada umumnya “demokrasi atau disintegrasi”, Kalaupun disebut demokrasi maka
sebutan yang paling pantas mungkin “demokrasi anarki”, Keengganan penulis
menyatakan bahwa penode kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid sudah
berjalan demokratis karena bisa ditinjau dari hasil Jajak pendapat indikator Tempo
Interaktif, misalnya, menunjukkan bahwa mereka vang merasa puas dan tidak
puas dengan kabinet Gus Dur-Megawati ini jumiahnya seimbang. Dari 1249
pengakses, 555 orang (44.4%) menyatakan puas, 566 orang (43,3%) menyatakan
tidak puas, dan sisanva menjawab tidak tahu *Hal ini mengindikasikan bahwa

begtu lemahnya tingkat kerjasama dan kinerja pemerintahan Gus Dur-Megawati

Jurrﬂl P'asar Madal Indonesia, Marer 2000, hal 42
" David E. Apter, Fenganiar ziw.rfna Politik, Jakarta C 'V Rajawali. Yayasan Solidaritas Canah
Mada (YASOGAMA)

" Tempao, 14 November 1999, hal |1
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dalam memenuhi harapan publik menuju suatu negara vang adil, tenang, makmur,

sejahtera dan terciptanya suasana demokrasi yang “bertanggung jawab”

Begitulah kiranya kondisi politik Indonesia yang lercipla pada masa
kepemimpinan Gus Dur. instabilitas poiitik terjadi berlarut-larut karena segl
proftsionalisme kerja kabinct kurang menjadi pertimbangan, teiapi akomodasi
banvak segmen masyarakat dan kekuatan politikiah yang diutamakan, Semestinya
kedua hal tersebut harus menjadi - pertimbangan atau prasyarat dalam
pengangkatan menteri-menteri tersebut, sehingga ada keselarasan pemikiran yang
searah antara presiden bersama menten-menterinya. Profil  kabinet yang
merupakan representasi dari berbagai etnis, agama dan daerah. partai-partai
politik, militer dan LSM inilah pada akhirmya memicu timbulnya disinformasi
antara presiden dan menteri, sehingga tidak jarang presiden Abdurrahman Wahid
meiakukan perpantian menteri atas dasar hak prerogatif yang dimiliki tetapi tanpa
dukungan alasan yang jelas dan rasionai. Berikut daftar menteri vang diganti dan

penggantinya pada masa Gus Dur.

Tabel 3.

Daftar Menteni vang diganti dan penggantinya pada masa Gus Dur

54

diganti

|NO| Tanggal Menteriyang | Alasan ‘ Jabatan Pengeanti

26-11-1999 | Hamzah Haz | Tidak jelas | Menko Kesra | Prof.
| | (PPP) DrBasri

2 26-11-1999 | Alyrahman Thdak jelas Sesneg Bondan
‘ {Birokrat) | Gunawan

. Hasannudin
| { Akademisi)

| 3 | 13-02-2000 Jend. Wiranto | Penegakan | Menkopolkam Letjend,

i I Surjadi
' | Soedirja

(non-partai)

(TNI) HAM TNI (purn.)
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T ————— S
4| 24-04-2000 ‘ Laksamana Dugaan Meneg Rozy Munir

! | Sukardi (PDI-P) | KKN Urusan (Ketua N1}

| Investasi dan

| BUMN

| 5 | 24-04-2000 | Jusuf Kalla | Dugaan Memperindag | Letjend.

| , (Golkar) | KKN . INT Luhut
| [ | [ | 1. Panjaitan

| |  (TND)

L I |

Sumber : Ari Wijayanti, Dinamika Oposisi Pada Miasa Pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid, 2002_ hal. 64

Sebuah nuansa yang sangat menarik, masa kepemimpinan Gus Dur vang
hanya dua tahun (Juni 1999 sampai 24 Juli 2001) telah terjadi pergantian beberapa
menterl. Tampaknva pengulangan sejarah Indonesia pada tahun 1955-an benar-
benar terjadi. Tindakan tegas Gus Dur demikian itu apakah sudah konsisten
dengan pemnyataannya yang menyebutkan “perlunva kesadaran uniui saiing
mengenal dan berdialog secara tulus antara kelompok satu dengan Tainnya dalam

struktur masyarakat yang pluralis ™’

Gava  pemenntahannya vang cenderung menerabas protokoler.

seenaknya, cuek, nyeleneh. tidak takut dirasam, ceplas-ceplos, seringkali
membuat bingung banyak orang. Pernyataan-pernyataan kontroversial sering
mengundang banyak pertanyaan apa maksud dan twuan Gus Dur tersebut.
Keberaniannya uniuk berbeda dan keluar dan kelaziman membawa implikasi
negatif pada dirinya sendiri, Ada yang mengatakan beliau itu “orang gila™ dalam
artl orang yang menggagas apa vang tidak digagas orang Jain, dan membayangkan

! : 1 Hl
apa yang tidak dibavangkan orang lain.'

Gaya pemimpin vang demikian ini juga tidak disenangi oleh mereka
yang merasa tidak diuntungkan oleh manuver atay kebfjakan presiden 1,

schingga ada isu vang beredar mercka menyusun kekuatan untuk meiuapkan

* Adurrahman Wahid, Plurealisme Agamer daant Masa Depan Indonesia. makalah pada seminar
Agama dan Masvarakar Universitas Kristen Satva Wacana. Salatiga, 20 November 1962

"\ sudibyo, Problematik Pemeriniatom Gus Dur. Analisis CSIS, tnhun xxix/2000. No, 2. Ll
120
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kekecewaan dengan rencana kudeta. Usaha kudets 1 katanya akan dilakukan
INT Isu kudeta itu nampaknya juga dikhawatirkan oich presiden Abdurrahman
Wahid. Untuk inilah presiden mempenngatkan kepada para Jenderal untuk tdak
berbuat sesuatu yang mengganggu  kecamanan dan  ketentraman di  dalam
negeri.''Menganalisis dari berbagai berita atau informasi dari media massa atau
buku-buku mungkin keputusan presiden meminimalisir peran TNI dalam bidang
sosial politik ini adalah ‘pertama, wujud dan penerapan trend dunia saat inj vaitu
sejak berakhirnya perang dingin, tidak lagi menempatkan pertahanan dan
keamanan sebagai fokus. Perhatian lebih difokuskan pada masaiah pelaksanaan
HAM, kesejahteraan, kemanusiaan dan keadiian yang notabenc merupakan nilai-
nilal dalam demokrasi, Kedua, tidak mgin menguiang sejarah orde baru yang
cenderung menempatkan TNI sebagai kelompok yang mendominasi kelompok

lainnya yang berkompeten sebagai oposisi pemerintah Orba.

Repiawatan Gus Dur dalam dunia politik sejak awal tahun 1%70-an
ternyata tidak menjamin keberhasilannva mengatur negara Indonesia pada masa
transisi ini. Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan oleh Gus Dur guna mengatasi
kompleksitas persoalan dalam negeri yang dapat mengancam Intergrasi suatu
bangsa. Namun tidak seluruhnya kebijakan itu bisa diterima oieh semua lapisan
masyarakat. Ada yang dirugikan dan ada pula vang diuntungkan. Oleh sebab 1tu
beberapa kelompok yang dirugikan seperti TNI, kelompok reformis khususnva
Amien Rais yang dulunya mendukung Gus Dur sekarang berbalik arah ingin
menjatuhkan Gus Dur dari Jembaga Kepresidenan (terlepas apakah itu hanyalah
taktik Amien Rais untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat).
sehingga banyaknya imasalah vang menimpa presiden Abdurrahman Wahid
mendorong DPR-MPR menvelenggarakan SI MPR pada tanggal 23 Jfuli 2001

untuk mengakhiri masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid,

Berdasarkan persoaian-persoalan  politik vang ferjadi pada masa
kepemimpinan Gus Dur diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa proses
demokratisasi pada saat itu tidak berjalan efektif seperti vang kita harapkan, fal

ini dischabkan kuatnya ambisi dari masing-masing kekuatan politik untuk

" Harian Kompos 4 Febroari 2000, hat |
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mengnatkan kepentingan kelompoknya daripada memenuhi kewajiban merespon

dan merealisasikan keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
3.1.3 Demokratisasi Masa Megawati

Pada dasarnya terdapat kesepakatan yang cukup umum dikalangan para
ahli timu sosial, khususnya sosiologi politik untuk menerima argumentasi bahwa
transisi demokrasi di negara-negara sedang berkembang tidak mungkin bisa
terwujud dalam waktu singkat Kesepakatan ini reiatif benar jika kim
membandingkan dengan negara Amerika Serikat vang membutuhkan ratusan
tahun agar proses demokratisasi di negaranya berkembang dengan baik. Menurut
A Daniel Sparringa ada beberapa hal yang perlu dlperhaukan mengapa
demokratisasi di indonesia atau negara berkem hang umumnya menjadi terhambat,
pertama, lemahnya posisi civil society terhadap state sebagal akibat langkanya
mirastruktur yang terdapat dalam masyarakat yang untuk sebagian merupakan
konsekuensi historis dari proses kolonialisme. Kedua, faktor-faktor internal yvang
mendorong terjadinya transisi demokrasi pada umumnya datang dari prakarsa para
clit daripada merupakan hasil gerakan pohitik massa pada tingkat grass roor.
Ketiga, definisi sosial tentang transisi demokrasi pada umumnya lebih ditekankan
pada kerangka konstitusionil dan perundangan lainnya daripada pada usaha
transtormasi sosial secara keseluruhan, walaupun memang tidak bisa kita pungkin
bahwa selama suatu sistem dalam suatu negara itu “bobrok™ dan mengalami
beberapa kali kegagalan membangun integritas suatu bangsa itu masih tetap
dipertahankan maka selama itu pulalah negara maupun masyarakatnya menerima
resiko kehancuran baik dimasa sckarang maupun di masa akan datang. Namun
terjadinya keseimbangan usaha perbaikan konstitusi dan transformasi sosial dalam
hal i sangat diperlukan guna tercapainya kemajuan disetiap kehidupan baik itu
konstitusi vang lebih mapan dan teratur maupun masvarakatnya yvang lebih

responsit dan dinanus. 2

© A Daniel Sparingga Crond Governaiee dem Trovicisi Do makrasi, lakarty  Forum Inovasi, FISIP
UL vol. |, November 2001, hal 18
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Berdasarkan analisis diatas maka kondisi tersebut erat kaitannya dengan
situasi yang sedang berkembang di Indonesia, baik itu masa presiden Habibie
maupun presiden Megawati saat ini. Diangkamya Megawati dari kader PDI-P
sebagai presiden Indonesia vang baru pada tanggal 23 Juli 2001 melaiui SI MPR
lemyata tidak banyak menimbulkan perubahan yang kondusif bag pemerintahan
transisi ini. tetap kita juga perlu menyambut baik beberapa keberhasilan yang
dikontribusikan oleh pemerintahan Megawati diantaranya nilai tukar mata uang
rupiah yang mulai stabil dan keberhasilan lembaga kepoiisian menangkap pelaky
pengeboman di Bali serta pembentukan kesepakatan damai antara pemeriniah Rl
dan GAM. Berbagai beban yang dihadapi pemerintahan baru Megawati yang
merupakan akumulasi dari seiuruh masalah yang tidak terselesaikan pada
pemerintahan sebelumnya menjadi tanggungan vang harus disciesaikan dalam
rangka konsolidasi demokrasi maupun implementasi agenda-agenda reformasi.
Euforia demokrasi telah memberi banyak pengetahuan kepada publik tentang
hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Publik mengharapkan terjalinnya
kerjasama yang utuh dan semua unsur (pemerintah, penyelenggara negara, elit
parpol. dan masyarakat) untuk menyatukan visi dan misi menuju tercapainya
integritas bangsa dan nepara kesatuan RL Seiring dengan berkembangnya
kesadaran pentingnya sistem demokrasi dalam masyarakat tersebut, ada indikasi
dari beberapa pengamat politik yang menvebutkan bahwa pemeriniah saat ini
tidak mempunyai blue print yang jelas dan komprehensit untuk memulihkan
berbagai kondisi yang rusak diterpa krisis, Sebagaimana vang dikemukakan
Hendardi, bahwa pemerintah tidak punya arah konkrit untuk mefakukan
perubahan ke demokratisasi. vang terlihat justru banyak kemunduran.'* salah satu
contoh yang memiliki relevansi dengan faktor kedua penghambat demokrasi dari
Dantel Sparingga diatas adalah semakin seringnya dan secara terang-terangan para
elit polittk melakukan perdebatan yang tidak berarti memenuhi Jafan buntuy,
Masing-masing berusaha mempertahankan pendapatnya sebagai pendapat vang
paiing benar untuk memenuhi ambisi politiknya. Misainva Gus Dur yvang terus-

menerus mengancam pemerintahan Megawati dan menuduh Amien sebagai tokoh

" Jumal Tahun XA No 07 edist Juli 3002
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vang tidak bisa dipercava ''Kemudian akuntabilitas DPR vang terlalu tinggi
sehingga kedudukan presiden sebenarnya sangat lemah Sesuai dengan UL
no.4/1999 jumlah anggota MPR ditetapkan 700 orang dimana 500 orang
diantaranya berasal dari DPR_“Jadi sehebat apapun kebijakan atau program vang
ditawarkan oleh presiden maka tidak akan menjadi efektif, manakaia tdak

mendapat dukungan pariemen.

Contoh Tain vang juga menunjukkan adanya pengutamaan kepentingan
kelompoknya dari pada memenuhi kewajiban sebagai penyaiur, artikulasi dan
agregasi aspirasi rakyat adalah para elit parpol saat ini mempermasalahkan UU
1n0.2/1999 pasai 12 ayat 1 ditentukan bahwa sumber keuangan pariai dapat
diperoleh dari iuran anpgota, sumbangan dan usaha lain yang sah.'"® Mereka
beranggapan bahwa jika memang demikian dana partai diperoleh maka niscaya
kiprah partai itu akan sangat berat bahkan akan berakhir dengan pembubaran.
Oleh sebab 1tu diperiukan dana bantuan dari APBN. Bagaimana mungkin negara
Indonesia bisa mengentas kemiskinan dan pengangguran jika harus menambah
pedigeluaran rutin untuk partai politik. Padahal jumlah parpol saat ini kurang lebih
210 parpol. Akibatnya berdasarkan poling Kompas, sebagian besar responden
merasa kecewa terhadap partai pilihannya setelah ti ga tahun berkiprah antara lain -

47.8 persen kecewa dan 39,7 persen tidak kecewa !’

Begitulah kiranya beberapa contoh yang bisa memberikan pemahaman
terhadap kita, betapa besar peran elit politik sebagar wakil rakvar dafam
mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Bagi elit politik era kepemimpinan
Megawati, tugas yang menjadi prioritas mereka adalah bagaimana memuiihkan
pertumbuhan ekonomi negara yang terus-mencrus mengalami penurunan dan
penciptaan stabilitas keamanan di berbagai wilayah karena saat ini marak terjadi
peledakan bom terlepas apakah itu bagian dari intervensi luar negert atau dalam

negeri sendiri. Dua hal diatas memiliki signifikansi  sebagai pra kondisi

" Jawa Pos, Sahtu. |8 Mei 2002

" Analisis CSIS, Tahun XXX/2001, No. 3. hal 234
" Kompas, Senin, 16 September 2002

-+ Kompas, 28 Juni 2002
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berkembangnya proses demokratisasi di Indonesia.  Oieh sebab 1u unmk

memfasilitasi dua hal diatas -

I} Menyusun aturan main, muiai dari konstitusi sampai dengan aturan operasional

dalam kerangka kehidupan bernegara.

2) Merestrukturisasi iembaga-lembaga negara baik dibidang ckonomi, budaya
sostal-politik dan pertahanan keamanan dengan mencmpatkan orang yang

bertanggung jawab serta berkualitas tinggi kedaiam sistem tersebui

3) Membangun etika, budaya dan moral poiitik yang bertanggung jawab sehingga
siapapun vang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, dengan status

apapun akan mendapatkan perlakuan hukum vang sama.'®
3.Z Budaya Politik Indonesia

Mempelajari budaya suatu negara merupakan rangkaian aktivitas vang
harus dilaksanakan oleh Scorang pengamat suatu negara (negarawan) dalam
mewujudkan tujuannya yaitu ungkapan-ungkapan vang bisa
dipertanggungjawabkan dan bersifat universal, karena budaya yang berkembang
sangat berpengaruh terhadap pembentukan orientasi atau pola perilaku masvarakat
yang meyakimnya. Disamping itu budaya suatu masyarakat tertentu pada
dasarnya merupakan nilai-nilai vang diyakini scbagai pedoman bertingkah laku,
dan tidak jarang jika ada salah satu anggota masyarakat tersebut melakukan
pelanggaran akan mendapatkan sanksi. baik berupa hukuman vang nyata atau

mungkin scbatas penpasingan oleh kelompoknva.

Bertolak dar pemikiran diatas maka kebudayaan politik adalah pola
tingkah laku dari individu dan orientasi atau persepsinya terhadap kehidupan
politik yang dialami oleh anggota-anguota dari suatu sistem politik."” Oleh karena

kebudayaan politik itu adaiah persepsi dan manusia, maka pola sikapnva terhadap

" Jurnal edisi Agusins 2001, hal 18
¥ Rusadi Kanthaprawira, Sistem Politik Indonesia, Bandung | PT. Tribisana Karva, 1977,
Halanan 24
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masalah-masaiah politik dan peristiwa-peristiwa politik itu terbawa pula kedalam
pembentukan struktur dan proses dari kegiatan politik yaitu masyarakat dan
pemenntah, karena sistem politik itu sendini adalah inicrrelasi antar manusia yang
menyinggung soal kekuasaan, aturan dan wewenang, Jadi pengenalan atas
kebudayaan politik secara cermat merupakan salah satu informasi yang tepat bagi
pengenalan sistem politik. Termasuk dalam hal ini pengenalan sistem multipartai

dan upaya pembaharuan persepsi masyarakat atas demokrasi di Indonesia.

Pengalaman sejarah Indonesia dimulai dari era kepemimpinan Sockarno
sampail Soeharto, nampak kecenderungan budaya politik kita adalah budava
politik parokhial walaupun daiam batas-baias tertentu budaya partisipasi juga
telah mewarnai prakiek perpolitikan Indonesia seperti misalnya muncuinya
berbagai politik aliran dan parpol pada pemilu 1955. Ciri yang menonjol dari
budaya parokhial ini adalah adanya kesadaran dari anggota-anggoia masyarakat
akan adanya pusat kewenangan kekuasaan politik didalam masyarakatnva schagai
suatu kenyataan, Biasanya pola hubungan yang terbentuk dalam masvarakat
scperti ini adalah adanya patron dan client,vaitu mercka yang memertntah
sebagal patron dan mereka yang diperintah sebapai client. Antara patron dan
client i terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan
mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si patron
memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan
dan materi. Sementara client memiliki sumber dava berupa tenaga, dukungan, dan
loyalitas sehingga berdasarkan kepemilikan sumber daya tersebut maka vang
paling banyak menikmati keuntungan dari hasil hubungan 1 adalah si patron,
karena dialah yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan lebih kuat
ketimbang client. Oleh sebab itu tidak heran 1ika mantan presiden Soekarno dan
Socharto vang berasal dari kelompok kejawen dan feodalistik itu seringkali
mematikan kemunculan peran oposisi yang dapat mengancam existensi mereka di

lembaga Kepresidenan,

' Afan Gaffar, Op.cit.  hal 00
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Namun demikian, adalah suatu proses alamian nka dalam  suatu
masyarakat terjadi persoalan-persoalan sosial vang terus-menerus mengurangi
atau bahkan menghilangkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran
maka tidak menutup kemungkinan kekecewaan masyarakat ilu akan muncul
bersamaan melakukan gerakan revoiusioner misalnya kerusuhan sosial dengan
berbekal berbagai macam tuntutan kepada kekuasaan monopolitik tersebut.
Demikian akhirnya kekuasaan rezim orba mengalami kehancuran pada tanggai 21
Mei 998, Runtuhnya kekuasaan orde baru ini membawa implikasi yang cukup
besar pula terhadap budaya politik indonesia. perubahan poia hubungan antara
penguasa dan rakyat tidak lagi bersifat patronage {patron and client) tetapi lebih
merupakan budaya partisipan artinya seseorang menganggap dirinya ataupun
orang lain sebagai anggota vang aktif dalam kehidupan politik *'Refleksi dari
budaya partisipan ini tampak pada munculnya kebebasan pers, keterbukaan bagi
siapapun untuk membentuk parpol, dihapuskannya kebijakan massa mengambang
era orba, netralitas PNS, pemilu yang relatif demokmatis dan sebagainya, Masing-
masing individu ingin mendapatkan hak-hak dan kewajiban vang sama dalam
proses politik sebagai wujud penerapan sistem pofitik yang demokratis, Setiap
masyarakat menyambut gembira terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah vang
sudah mulai menampakkan kemerdekaan atas hak-hak dan kewajiban warga
negaranya. Terutama diwilayah perkotaan yang menjadi basis critical mass

tampak menonjol mewarnai perpolitikan Indonesia.

Perkembangan  kebudavaan politik  vang baru saat ini  iebih
memungkinkan masyarakat aktif melakukan kritik-kritik kepada pemerintah
sebagai wujud controfing terhadap public policy vang dihasiikan, Budava kritis
atau partisipan ini mengindikasikan adanya pandangan dan pemikiran banding
terhadap kekuasaan “~“Kasus-kasus seperti perlawanan kaum buruh, perlawanan
kelompok masyarakat yang menyangkut masalah tanah seperti provek Free Port di
irian Jaya atau perlawanan petani Jengsawah (Jember) daiam banyvak hai bisa

dianggap mewakili budaya kritis dalam masyarakat. dengan demikian posisi

! Rusadi Kantraprawira, Opocit | hal 33
= Amich Alhumami, Budaya Afirmatif, Media Indonesia, Selasa, 14 November 1995
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masyarakat yang dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi
alau mengubah sistem dan selalu menverah terhadap segala kebijaksanaan dan
keputusan daripada pemegang jabatan itu benar-benar berubah sebaliknya.
Bahkan mungkin bisa dikatakan dengan meminjam istilah Robert Dahi dalam
bukunya yang berjudui Dilemmas of Pluralist Democracy, Autonomy vs Control.
menurul pandangan penufis, budaya politik yang berkembang di Indonesia saat inj
lebth merupakan ‘ledakan partisipasi’®* vang justru rentan terjadinya konflik antar
kelompok akibat banyaknya muncul Organisasi-organisasi massa atau parpol
dengan latar belakang sosial vang berbeda, misalnva perbedaan etnis, agama,
kedaerahan, madzab, pendidikan dan scbagainya sehingga akhimya persoalan-
persoalan pemerintahan hanya berkutat pada masalah kéJsepakamn konstitusi dan
aturan-aturan yang dianggap sah (legitimate) mencakup kepentingan semua
golongan. Contohnya peraturan mengenai sumber dana parpol, apakah ada dana
subsidi dart APBN atau tidak; sistem proporsional atau distrik vang dianggap
febih sederhana, demokratis, dan representatif: peraturan pemilihan presiden
secara langsung atau tidak langsung karena jika secara langsung akan méngurangi
fungsi MPR dan schbagainva yang malah menimbulkan kebingungan dimasyarakat
karena upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang menjadi
program pemerintah  tidak segera terrealisasikan. Barangkali yang perlu
diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dan elit politik serta penyelengoara

kihususnya terhadap pemahaman budaya politik kekuasaan adalah -

I) Menghilangkan sepenubnyva pandangan vang berasumsi bahwa struktur
kekuasaan selafu menempatkan diri sebagai pihak yang memiliki otoritas vang
bersifat monopolitik karena sifat vang monopolitik itu  membawa
kecenderungan existensi kekuasaan menjadi bersifat lunggal artinya scliap
keputusan berada dibawah satu komando seorang penguasa sedangkan vang

lain hanya memberi sikap persetujuan belaka.

2) Struktur kekuasaan hendaknva dipahami sebapai sarana artikulasi kepentingan

masyarakat, dengan memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan

* Faisal Stagian, Ddleniy Demokrasi don Pluralisme Politik Suarg Pembaharuan, Kamis, 14
Desember 1995
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akses kedalam kekuasaan itu dengan diatur oieh norma-norma yang disepakan
bersama sebagai batasan berperilaku untuk menghindari terjadinya ledakan

partisipasi

Belajar dari pengalaman negara Indonesia sendiri yaitu transisi dan
demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin, tampaknya munculnya
berbagai macam parpoi dalam jumiah yang besar, merupakan salah saw fakior
penyebab kegagalan pemerintah memanage konflik dalam neperi sehingga
liberalisasi politik yang berkembang berakhir dengan kepemimpinan dikiator.
Oleh karena 1tu hberaiisasi poiitik itu ibarat pedang bermata tipa artinya bukan
tidak mungkin liberalisasi politik akibat ledakan partisipasi yang terjadi dewasa
i akan membawa negara kembali menuju sistem  diktator, apabila terjadi
kegagalan dalam proses konstitusionalisasi. strukturisasi, dan implementasi sistem
demokrasi. Benar-benar negara Indonesia pada suatu posisi yang sangat dilematis,
Jika diberlakukan sistem diktator kecenderungannya praktek KKN tersebar luas,
mtirmdasi terjadi dimana-mana, terjadi monopoli kekuasaan dan sebagainya,
Sedangkan jika diberi kebebasan maka kebebasan dalam asumsi masyarakat
Indonesia adalah kebebasan tanpa batas. Oleh sebab itu menurut anaiisis penulis
bahwa Indoncsia saat ini berada padu tingkat budava sistem politik
semidemokratis dengan ciri-ciri yang melekat misainya adanya pemilu, kebebasan
berpartai politik, kebebasan pers. kebebasan akses informasi dan mengeluarkan
opini disamping masih terdapatnya budaya paternalistik vang terelleksikan pada
usaha dan sebagian efit politik untuk melembagakan kembali kekuasaan siatus
quo, misalnya nafsu pemenntah Megawati mengontrol media melaiui RUU pasal
47 ayat | yang mengusulkan adanya pejabat penyidik Pegawai Negn Sipal
terhadap tindak pidana dibidang pen}'iumnz_ﬁkccendﬂungan sifat buruk yang
dimifiki Megawati yaitu cenderung flegmatis, artinya tidak mudah terangsang dan

bersifat konservatii

“ibid . hal s
s Kompas, 12 Seplember 2002 bt 4
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Disamping budaya poiitik paternalistik, adanya faktor lain yang cukup
mengganggu tercapainya sistem politik vang demokratis dan berkedaulatan rakyat
yaitu adanya beberapa kemungkinan sifat jelek yang dimiiiki pemimpin pofitik

kita, antara lain -

a. Pemimpin poiitik Indoncsia adaiah orang- orang vang sanpal menvadari
diri mereka sebagai orang yang berkuasa, sehingga rentan sekali terhadap
suatu kebiasaan yang menghujat seluruh lingkungan diluar dini kita. dan

sama sekali tidak menganggap din kita mempunyai kesalahan,

b. Ada kesadaran dani pemimpin politik bahwa mereka mungkin sekali tidak
akan lama berada pada posisinya schingga scbelum mercka menjadi
“kering” maka tugas utama mereka adalah menyerap posisi basah itu

secepat mungkin, ™

3.3 Agenda Reformasi Politik
3.3.1 Pola Partisispasi Politik Rakyat

Mengambil definisi partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo, adalah
kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dafam
kehidupan poiitik, yaitu dengan jaian memilih pimpinan negara secara langsung
atau tidak langsung maupun untuk mempengaruhi keijakan pemerimtah * Jadi
kegiatan ini bisa mencakup pemberian suara (varing), diskusi politik, kegiatan
kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi
individual dengan pejabat politik dan administratif yang kemudian disebut sebaga
kegiatan poiitik konvensionai. Sedangkan bentuk non-konvensional seperti
pengajuan petisi, berdemonstrasi. konfrontasi. mogok, tindak kekerasan politik

terhadap harta benda. tindak kekerasan politik terhadap manusia, atau perang

e Syahrir, Mrofi! Femmmpin Polik donea » Adi Aper epoan Mereka, Turnal edisi Aaustus
2002, No, 8 Tahun XIT1, hal. 6
" Miriam Budiharjo, Parnsespasi dee FPerpol, Jakarta ; PT Geamedia, F981, hal, |

-
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genlya dan resolusi.™® Jadi secara sederhana dapat dikatakan baik itu tindakan
yang bersifat kekerasan atau tidak selama masih memiiiki pengaruh pada
penentuan publik policy itu bisa discbut sebagai partisipasi politik. Sebagaimana
seperti yang dikemukakan Huntington dan Nelson vang menganggap bahwa
kegiatan yang ada unsur destruktifnya sekalipun misalnya demonstrasi, teror,
pembunuhan  politik  dan  Jain-lain  dapat merupakan suatu  bentuk
partisipasi “Namun menurut pandangan penulis akan lebih baik jika bentuk-
bentuk partisipasi kekerasan seperti pembunuhan dan teror seria perang gerilva
hidak dimanifestasikan dalam proses demokratisasi di Indonesia. karena kepiatan-
kegialan semacam itu malah cenderung mendorong terciptanya disintegrasi
bangsa dan uncivilization society. Terbukti pada konflik intern antar anggota
parpol saja bisa berdampak pada timbuinya perpecahan di parpol tersebut,
misainya PDI pro-Soerjadi dan PDI pro-Megawati, PPP dan PPP-Reformasi, PKB
pro-Abdurrahman Wahid dan PKB pro-Matori Abdui Djalil dan sebagainya.

Pengalaman  partisipasi  rakyat selama orde baru benar-benar
mencerminkan suasana model hubungan antara negara dan masvarakat yang
sangat tidak menunjukkan nilai-nilai demokrasi Pacasila. Pengaruh hegemom orde
baru yang diaktualisasikan melalui Golkar, birokrasi dan ABRI begitu besar,
khususnya menjelang dan pasca pemilu, sehingga pengaruh sosial berubah
kepatuhan (obedience) cukup menonjoi dalam pemilu-pemiiu orde baru. Adanva
sanksi-sanksi tertentu apabiia diketahui mendukung atau mencobios partai lain,
seperti dipersulitnya seseorang apabila berurusan dengan birokrasi bahkan adanya
ancaman lerfentu merupakan faktor penycbab mengapa individu memilih Golkar
meskipun mercka tidak setuju dengan apa yang telah dilakukannya. Hal ini
merupakan cermman sikap memilih vang lemah, ambivalen dan bahkan
cenderung bertentangan vang akan membawa kemenangan mutlak Golkar atas

lawan-lawan politiknya.

A% Machtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews .l”-ﬂ.l"r‘\ane.l"mgm: Nistam Polind Y ogvakara G:_i_jﬂh
bdada Universitv Press, 1997, hal 47

* Samuel P, Hantington dan Juan M. Nelson, No Easy Chaiee - Political Participan in Devedoping
Coanirees, Harvard University Press, Cambnidue, Mass, 177, hal. 13
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Kemudian dengan seining dengan kemajuan kesadaran politik masyaraka
Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga pada puncaknya pemerintahan
Habibie mengeiuarkan UU No. 2 tahun 1999 tentang kebebasan membentuk
parpol merupakan awal periode pergeseran politik vang ditandai adanya wujud
dinamika masyarakat yaitu naiknya rata-rata pendidikan, tingkat kecerdasan dan
tingkat akses informasi mendorong perubahan politik dalam neperi menjadi lebih
terbuka dan transparan. Demikian akhirnva kesempatan untuk berpartisipasi aktif
dalam proses penyelenggaraan pemeriniahan segera dimanfaatkan oieh_ fetiap
individu seaktif mungkin sebagai upaya pengontrol pemerintah agar 'selaiu
bersikap rasional dalam menentukan kebijakan umum dan mengiilamakan
kepentingan rakyat secara keseluruhan. Menurut pengamatan iiddie pergeseran
partisipasi poliik rakyat ini diterjemahkan sebagai munculnva kelas-kelas baru
yang memiliki kesadaran dan tuntutan politik baru yvang mengarah pada

pembaharuan. ™

Dalam konteks perkembangan tersebut, ada dua pola partisipasi rakvat di
era reformasi yang dapat kita kedepankan sebagai wujud pemingkatan keberanian
politik masyarakat antara jain ;. pertama, unjuk rasa atau demonstrasi semakin
menjadi pilihan bentuk partisipasi politik yang populer, tidak saja bagi komunitas
masyarakat kota, tetapi juga bagi masyarakat desa. jumliah unjuk rasa meningkat
secara mengesankan disertal oleh makin beragam, kritis dan beraninva isu-isu
vang diangkal mulai dari penggusuran tanah dan tempat tinggal, tuntutan serikat
kerja independen dan kenaikan upah buruh, tuntutan pergantian pejabat tinggi
negara lermasuk Presiden jika terbukti melakukan KKN atau dinilai kurang
berhasil mewujudkan agenda reformasi sampai pada tuniutan perubahan
(amandemen) konstitusi sebagai langkah awal upava perbaikan sistem poiitk
Indonesia. Maraknya unjuk rasa atau demonstrasi ini semakin menjadi fenomenal
dengan suksesnya asksi mahasiswa turun ke jalan memenuhi gedung DPR
berhasii meruntuhkan kekuasaan Soeharto yang selama 32 whun tidak pernah
terianding! oieh kekuatan manapun Meskipun ada beberapa diantara kumpuian
gerakan demonsirasi mahasiswa tersebut tersusupi oieh provokator-provokator

<. H. William Liddle A r.-u.-:lf'r: Dl ik petisensi 19y dalam kolom T'?'T‘P'.". 2 Famiad TOGT lisl B



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

yvang tdak bertanggungiawab untuk memanfaatkannya menjadi  kerusuhan-
kerusuhan sosial dan berakhir dengan penjarahan harta benda masyarakat sipii
bahkan juga pembakaran. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan penulis adalah
sejauh mana gerakan massa atau demonstrasi ini benar-benar memperlihatkan
efekuifitas poiiiknya sebagai wujud alternatif baru berpolitik. Sebab menurut
pengamatan penulis, gerakan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa atau LSM
1tu saja, tidak jarang pula ada sekelompok orang tertentu yang mendanainya untuk
memobilisasi kekuatan demonstrasi vang terdiri-dari mahasiswa atau LSM
tersebut dengan memben beberapa poin tuntutan untuk menjatuhkan lawan

" politiknya,

Kedua, semakin tingginya jumiah partai politk yang terbentuk
mengindikasikan bahwa semakin besar pula keinginan masyarakat untuk turut
seria berpariisipast dalam proses politik, Besarnya jumlah partai politik vang
berhasil lolos seleksi dan Departemen Kehakiman dan HAM sebagai kontestan
pemilu 1999 maka secara tidak langsung akan memberikan aiternatif pilihan
kepada setiap individu sesuai dengan kevakinan atau nifai-niiai ideai mereka. Bagi
mereka yang kecenderungannya nasioanalis, disana ada PDI-P, PDI, PNi, PNi-
Front Marhenis, PNI-Massa Marhaen dan sebapainya. Sedangkan bagi mereka
vang memiliki orientasi nilai-niiai keagamaan, maka disana ada beberapa partai
Islam maupun partar Katolik Demokrat. Walaupun akhirnya juga sempat
menimbulkan kebingungan dikalangan pemilih karena persoalan teknis simbol
atau gambar partal politik yang memiliki kemnpan Keminpan tersebut
adakalanya memang mencerminkan adanya kesamaan “kultural”™ dan “ideologi”
dari sasaran konstituen yang dituju, dan ada juga benar-benar tidak ada hubungan
apa-apa atau memang kebetulan mirip. Ada beberapa keiompok partai politik

vang memiliki tanda gambar, diantaranva :

I. Kelompok 1. adalah parfai yang menonjolkan gambar kepaia banteng dan

warna dasar merah, misalnva PNI, PDI-FF, PNI-Front Marhaenis, PDI, PNI

Massa Marhaen dan PND
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2. Kelompok ii, adalah partai yang menonjolkan gambar buian sabvt dan bintang,
vang terdiri-dari PUI, Masyumi Baru, PDIT Masyvumi, PBB, PSii dan PSII
1905

i Kelompok III. adalah parpol yang menonjolkan gambar bintang sembilan
dengan warna dasar hijau, misalnya : PKU, PNU, dan PKB

4. Kelompok 1V, adalah partai vang menonjoikan gambar ka'bah yaitu PPP dan
PP

5. Kelompok V, adalah partai yang menonjolkan gambar matahari bersinar terang
yaitu partai KAMI dan PAN '

Disamping pengalaman unik diatas, pemilu Juni 1999 sebagai bagian dari
periode reformasi juga mencatat perubahan mendasar pada orientasi pemilih
terhadap aiternatif-alternatif pilihan yang ada. Dibandingkan dengan pemilu 1955,
pemiiu baru falu menghasiikan pola orientasi pemiiih yang menjauh dan politik
aliran ke arah tengah “Kekuatan tengeh ini meliputt PDI-P, Golkar, PKB, dan
PAN menguasai hampir empat per lima atau tepatnya 77.5% dari total kursi DPR
yang diperebutkan, Diantara fima besar pemenang pemilu hanya satu yang tidak
“berideologi” tengah vakni PPP vang berada di savap kanan bersama-sama PBB
dan PK. Keseluruhan partai vang dapat dikategorikan sebagai partal yang paling
kiri sama sckali tidak memperoleh kursi, sedangkan sefuruh paral yang
berorientasi kiri tengah tak sampai memperoleh satu persenSementara jika
dibandingkan dengan pemilu-pemilu orde baru maka pemiiu 1999 mencerminian
perlawanan terbuka dari mayoritas pemilih terhadap status quo atau kehendak

kuat dari rakyat kebanyakan bagi terjadinya perubahan.

" Qumefillah Ma'shum, &P dan Keomraversi Pemify 1999, Jakarta | Pustaka Indonesia Satg,
2001, hal, 94

2 Politik Aliran sdalah partai politik yang memiliki basis massa melalui mobilisasi lewat
pemheniukan orzanisasi pendukung yang meliputi semua sektor  umur, profesi atau lapangan
pekerjaan, dikutip dan Clifford Geertz, he Religion of Jova, Free Press, Glenco, lllinois, 1960,
dalam Afun Gaffar, Pelink Indonesice. . Op.cit. . hal. 125

* Faisal 1. Basti, Perkembangan dan Prospek Polinik Puasca Pemihe f992. Analisis CSIS, tahun
XXVHI199% WNo, 4, Hal 383

=
¥ |


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Mengamati fenomena partisipasi polink takyat Indonesia saat m
rampaknva bentuk-bentuk partisipasi poiitik mereka lebih banyak dikuasai oleh
sikap-sikap emosional daripada ide pemikiran rasional yang mengarah pada
pencerahan politik, Memang diaku secara umum pada periode transisi demokrasi
saat ini memuncuikan dua kemungkinan yaitu anfara seseorang atau sekeiompok
orang vang merasa kehilanpan hak-hak istimewa (privilege) karena perubahan
sistem politik dan ada pula yvang merasa diuntungkan, Bagi kelompok pertama
yvang  kehilangan priviiege ini tentunya terus berusaha mempertahankan
existensinya dengan berbagal cara sampai tink darah penghabisan. Kalau tidak
demikian maka sewaklu-waktu dapat terjadi pergeseran kekuasaan oich penguasa
baru. Sementara kelompok satunya yang baru muncui dipermukaan juga
berkeinginan merebut kekuasaan, karena pengalaman pahit masa lalu yang
dirasakan tidak membawa keberuntungan. Akibatnya terjadilah pola partisipasi
politik emosional karena demi personal interest, maka terjadilah kompetisi yang
tidak sehat. Begitulah resikonya semakin banyak orang yang berperan serta dalam
proses politik dan semakin beragamnya cara berperan serta, semakin tajam pula
persaingan antar kelompok. Asal konflik 1iu bisa teratasi pada batas-batas tertentu,
akan dianggap wajar dalam sebuah proses demokratisasi yang notabene
memberikan kebebasan pada setiap individu untuk berserikat, berkumpui,
mengeluarkan pikiran dan lisan. Untok itu dalam mengatasi persoaian im maka
perlunya pemerintah bersama-sama wakil rakyat untuk membentuk kesepakatan
berupa etika berpolitik dalam berdemokrasi yang harus dipatuhi olch semuanya,
misainya adanya sikap fairness sebagai landasan etis oleh para pelaku politik Kita,
pembinaan mental dan penvadaran moral kepada para peiaku politik vang
bermasalah atau membentuk semacam lembaga-lembaga penengah yang bertugas
mengevaluast  dan  menial  interaksi-interakst  politk  vang  menimbulkan
pertentangan, sehingga dengan demikian bisa membentuk pola partisipasi politik
vang berkedaulan rakyat dan bertangpung jawab atas setiap tindakan vang telah

dilakukannva.
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3.3.2 Politik Kepartaian Fra Reformasi

Berangkal dari definisi konsep ideologi oich David E. Apter, bahwa
ideologi adalah kombinasi dari nilai, kepentingan dan kecenderungan yang
kadang-kadang berhubungan dan kadang tidak dimana apabila semakin tingg
tingkat nilai-nilai ideologis terbentuk atau dianut, maka semakin besar pula
kemungkinan konflik, sehingga secara tidak langsung ide pemikiran tersebut
membantu penulis untuk menganalisis apa vang sedang terjadi dalam politik

kepartaian Indonesia era reformasi saat ini Scjak terselenggaranva pemiiu Juni

1999, sistem kepanaian di Indonesia benar-benar mengalami perubahan cukup

mendasar, karena melalui UU No. 2 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh
pemerintahan  Habibie, siapaun boleh mendirikan parpol dengan ketentuan
memenuhi syarat-syarat formal dari peraturan yang ada, antara lain mempunyai
pengurus sekurang-kurangnya sepertiga provinsi, dan sepertiga jumlah kabupaten
atau kota diprovinsi yang bersangkutan, dan terdiri-dari ketua, wakii ketua,
sckretaris, bendahara di tingkat provinsi sedangkan ditingkat kabupaten cukup
ketua, sckretaris dan bendahara. “'Demikian akhimya kesempatan baik i tidak
disia-siakan oleh masyarakat Indonesia untuk mendirikan partal politik sebapai
wahana penyalur aspirasinya kepada penyelenggara negara atan decision makers.
Terbentuknya parpol dalam suatu sistem demokrasi adalah hal vang wajar dan
wajib sifatnya sebagal wujud penerapan kemerdekaan berserikat dan berkumpul
serta berkedaulatan rakyat, namun muncuinva partai politik dalam jumlah vang
besar akan membawa kekhawatiran seringnya terjadi konflik karena perbedaan
ideologi antara kelompok satu dengan lainnya, Masing-masing kelompok
orgamisasi sosial politik tersebul menganggap ideologinya paling sesuai atau
representani dengan kondisi sosial-politik bangsa dan negara indonesia. Konflik
akan semakin tajam jika antara pemimpin scbuah partai politik itu tidak mampu
membina para pendukungnya menuju sosialisasi proses politik yang lebih matang

dan kompetisi vang fairness.

* Syacfullah Mashum, Op ot hal 24
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Sekilas jika kita mengamati politik kepartaian Indonesia era reformasi
saat ini maka tampak jelas memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dengan
sedikit paparan penulis diatas. Polarisasi ideologi muncul ke permukaan
kehidupan politik indonesia karena merupakan bagian dari kesalahan penempatan
atau perekrutan kader-kader partai yang hanya terdiri-dari orang-orang yang
sangat ambisius dengan Kekuasaan, dan pelembagaan sistem kepartaian vang
kurang mapan. implikasi pokok dari persepsi ini adalah bahwa tindakan poiitik
vang demokratis “sejatinya” lebih terletak pada upaya terus-menerus pada
perebutan kekuasaan dan menjatubkan lawan politiknya ketimbang melestarikan
dan menjalankan fungsi organisasi sosiai-politik sebagai wahana artikulasi dan
agregasi ide atau gagasan dari masyarakat, Kalau memang demikian konflik antar
elit politik bisa berlarut-larut sehingea suatu peran kontrol lerhadap stabilitas
politik nasional tidak akan berjalan efcktil dan efisien. Mengingat elit politik
bersama parta politiknya masing-masing 1tu hidup di tengah-tengah masvarakat,
maka perlu untuk menekankan social responbility pembinaan politik dilaksanakan
lewat pemberian sejumiah tanggung jawab kepada scliap organisasi, batk itu
parpoi maupun organisasi sosial-politik lainnya agar benar-benar menjalankan

fungsinya secara optimal.

Pengalaman sejak pemilu 1999 yang notabene merupakan awal
bergulimya reformasi mengungkapkan bahwa parpol memegang peran Kunci
dalam setiap proses politik yang muncul di negeri ini. Sebugh peneiitian oleh
Paige Johnson menyimpuikan partai-partai yang kuat sekaligus lemah merupakan
bagian besar penyebab kemelut politik di tanah air, karena itu partai-partai bisa
menjadi  masalah atau sebaliknya penyeiesai  masaiah politik  tergantung
bagaimana partai-partat itu menjalankan fungsinyva. erbentuknya sejumlah besar
parpol dari berbagai macam aliran seharusnya kita sambut gembira karena inilah
konsckuensinya jika kebebasan itu diberikan pada suatu negara vang memiliki
struktur - masyarakat yang beragam.  Senap komunitas tertentu safing

menampakkan dirinya sebagai kelompok yang mandiri dan perlu  diakui
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cksistensinya. Namun van g terjadi saat ini peranan kelompok-kelompok ity
Kadang demikian besarnya sehingga sering mengaburkan siapa pembuat
Keputusan sesungguhnyva dalam suaty negara, padahal mestinya kefompok-
kelompok politik tersebut mestinya hanyalah terbatas mempengaruhi pembuatan
keputusan bukan merumuskan keputusan. Berdasarkan penelitian vang dilakukan
oleh lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ckonomi dan Sosial (LP3ES)
di sepuluh kota indonesia vaitu Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, Palembang,
Denpasar, Banjarmasin, Makasar, Mataram dan Jayapura menyebutkan bahwa 80
persen responden mengaku dirinva bingung dengan banyaknya partai, 17 persen
mengaku tidak bingung dan sclebihnya tidak menjawab pertanyaan. " Jawaban-
Jawaban responden diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakai cenderung
menghendaki pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu daripada banyak
parpol karena sikap para elit saat ini kebanyakan konsentrasinya hanvalah terbatas
urusan kekuasaan politik belaka. Padahal menurur Lord Acton, politics tends to
corrupt, absolute politics corrupts  absolutely, "Mestinya melalui  sistem
kepartaian kekuasaan tidak lagi dibiarkan mengalir liar melainkan disajurkan

meiaiu aturan.

Memang tidak mudah mengatur konflik kepentingan dalam suatu negara
yang masih berada pada masa transisi. hal iny dipicu karena banyaknya problem
nasional yang belum terselesaikan Baik ity persoalan-persoalan wansan
pemcerintahan  terdahuly maupun persoalan-persoalan lain yanp bary muncul
merupakan kendala vang ndak bisa dihindari oieh pemerintahan saat ini. Usaha
melaksanakan konsolidasi demokrasi semakin berjalan lamban karena masih
banyaknya konstitusi-konstitusi  atau peraturan  pemenntah  yang  mengatur
kehidupan negara yang lebil demokratis sepertt sistem pemilu 2004, jandasan
etika berpolitik, peraturan pencgasan pembagian tugas (power sharing) diantara
lembaga tinggi negara, penclapan pemberian sanksi kepada pelangpar HAM dan
sebagainya belum tuntas dibahas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakvar Partai

" Jawa Pos. 30 Juni 2007

* Analisis CSIS, Tahun XX VI 090 No. 2, hal |16
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politik saat 1mi dituntut agar mampu menempatkan calon vang memiiiki
kapabiiitas menggerakkan warga negara, menyatukan berbagai kepentingan,
menformulasikan kebijakan publik dan bertindak sebagai penghubung antara
warga negara dan negara Seharusnya parpol juga perlu menawarkan visi.
piatform politik dan program partai vang konkret dan terukur daripada dogma
sebuah ideologi. Kompetisi partai yang sifatnya iebih mengandalkan otot,
pengerahan massa dan simbol-simbol sebaiknya dihindari karena proses
pendidikan poiitik tidak akan terjadi malah kebodohan masyarakatlah vang

terbentuk.

Oleh sebab itu sistem multipartai era reformasi kini haruslah kita
manfaatkan scbaik mungkin dengan mengutamakan peraturan dan struktur
organisasi parpol yang relatif stabil sehingga harapan terjadinva sirkulasi
kekuasaan bisa tercapai dalam suatu sistem yang demokratis. Peran Oposis juga
periu kita perhatikan untuk memelihara pluralitas politik. Kondisi ini diharapkan
dapat memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi kegagalan vang telah

dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.
3.3.3 Pembangunan Politik : Masyarakat dan Pemerintahan

Masyarakal dan pemerintah adalah dua pelaku poiitik yang harus selalu
terjaga dengan baik harmonisasi kerjasama diantaranya dalam suatu sistem
politik. Kerjasama yang baik, selaras dan scarah diantara mereka berdua dapat
menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusil jauh dari perdchatan atau
konflik politik yang banyak menelan biava, waktu atau bahkan korban sehingga
Justru menghambat proses politik yang sedang berjalan. Kalau penulis memahami
berdasarkan akumulasi dari berbagai masalah-masaiah sosiai yang diberitakan di
media massa misainya, semakin meningkatnya aksi unjuk rasa dar1 seuap
kelompok sosial yang merasa dikecewakan oleh suaiu kebijakan instansi tertentu
hal ini merupakan kemajuan positil sebagai konsekuensi era transformasi sosial
dar1 kondisi yang serba tertutup menuju kondisi sosial-politik vang terbuka
\transparan). Namun kita juga periu berhati-hati memberikan persepsi atau

penilaian terhadap aksi-aksi gerakan sosial tersebut sebagai ativitas positif belaka,
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karena ada kemungkinan aksi-aksi tersebut maiah lebih banyvak menciptakan
implikasi negatif bagi usaha restrukiurisasi pemerintahan Indonesia maupun
konsolidasi demokrasi, Hal ini dilatarbelakangi karena suatu kenyataan yang tidak
bisa kita tolak ketika pemerintah mengalami pergeseran kekuasaan diantara
lembaga negara (Eksekuiif, Legislatif, Yudikatif) sehingga negara tersebut harus
mengalami masa transisi dimana seperangkat UU, peraturan-peraturan atau
ketetapan-ketetapan yang baru beium terbentuk maka masyarakat bisa bertindak
sewenang-wenang dan bersikap individualistik vang menguntungkan bagi dirinya
sendiri; cenderung iebih mengutamakan hak daripada menunaikan kewajiban dan
saling menindas diantara lawan pol itiknya mungkin schingga pada taraf tertentu
bisa menimbulkan kerusuhan nasional Inilah dampak dari tahap awal terjadinya
transtormasi sosial yang masih memeriukan pembangunan politik berupa
pembinaan maupun pendidikan politik yang efektif bisa membentuk kesadaran
polittk masyarakat yang bertanggungjawab. (sense of responbility politic). Berikut
catatan kerusuhan sosial-politik Mei I998-Apnl 1999 implikasi dan proses

transformasi sosial di Tndonesia
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Tabel 4
Data Peristiwa Kerusuhan/Kekerasan Sosial-Politik :
(Mer 1998-April 1999)
| Lokasi Kerusuhan | Wakiu Yang Terlibat
| Medan, Sumut 5 Mei 1998 B Ribuan mahasiswa |
Solo, Jawa Tengah 6 Mei 1998 Ribuan mahasiswa vs |
aparai
Yogvakarta 8 Mei 1998  Mahasiswa | massa vs | ‘
_ aparal keamanan ‘
Jakarta 13-14 Mei 1998 Ribuan
mahasiswa+masayarakat
| 4 Yogvakarta 26 Juli1998 Ribuan massa
Palu, Sulawesi Tengah _ 25 Agustus 1998 g Ratusan massa PDI pro- y
- Megawati vs massa PDIT
pro -Soerjadi
_ Aceh ! | September 1998 Ribuan massa 2
Gt‘:dung_DFRfMFR 9 September 1998 80 orang
i Surabaya 9 September 1998 47 elemen
. Sumba, NT1 | 56 November 1998 400 prang
Jakanta I3 Novemver 1998 Ribuan mahasiswa+ aparat
B Jakarta - 14 .T-Iaw::mhcr 1998 Ribuan ma&qm:::parat
Jakarta Pusat ' 2 November 1998 Ribuan preman vs warga
El F;h Timur o 2% Desember 1998 . Ratusan orang bersenjata
Poso, Sulteny 25-27 Diesember 1998 Ribuan massa
A ijng DEIT‘-W; b= i 7 Desember IE“?E_ ' Ribuan mahasiswa
Ambon 19 Januari 1999 Ribuan massa ]
Aceh Litara 4-53 Januan |99y ; Katusan GPK
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|
|

Mataram, Jakarta Timur || 7 Januari 1999 | Ratusan orang
Kerawang | 7-8 Januari 1999 | Ribuan massa
o Tammek ] s L Sbenniet ol
Masjid Istiglal 19 April 1999
¥  Uiung. T 20 April 1999 RE T
Banyuwangi, Jatim | I8 September 1999 | Ratusezin  massa 5

Sumber : Jawa Pos. Edisi 26 April 1999

Disamping kerusuhan sosial sebagal dampak negatif transformasi sosial
vang terjadi di Indonesia, dampak lainnya adalah adanya kesenjangan antara
pemahaman leksikal politik demokrasi dengan kesadaran etis berdemokrasi
masyarakat Indonesia masih lebar sehingga sikap yang banyak muncul ke atas
permukaan dalam praktek partisipasi politik adalah pengagungan terhadap
petbedaan, pemujaan kepada hak dan pemberhalaan terhadap kebebasan. inilah
fenomena penyalahgunaan demokrasi untuk Wjuan-tujuan  yang  seringkali
beriawanan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu berkaitan
dengan masalah diatas, seiring dengan semakin banyaknya organisasi sosial-
polttik yang terbentuk misalnya LSM. Asosiasi profesi. lembaga-lembaga
penelitian 1lmiah atau mungkin parpol harus bisa menampung, mengartikuiasikan
dan mengagrepasikan seiuruh aspirasi dan berbagai elemen masyarakat schingga
tercapai partisispasi politik yang terpefihara dari kekerasan fisik MAUpLN non-
fisik. Dengan demikian nilai-nilai yang perly disosialisasikan dalam lingkungan
masyarakat adalah toleransi, keterbukaan dan saling percaya sehingga perakan
sostal bisa berhenti menjadi kerumunan. namun dengan jaringan kerjasama vang
dibentuk bisa menciptakan gerakan sosial menjadi barisan kekuatan bersama yang
mempunyal visi dan misi meiepaskan bangsa indonesia dari instabilitas sosial,
politik dan ekonomi.

Upaya selanjutnva seteiah pembangunan poiitik masyarakat sebagai
wijud reformast politik di Indonesia adalah pembangunan politik pemeriniahan.

Mengingat pemerintah mémegang  peranan  penting  dalam  mengatur  dan
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mengendalikan  kehidupan negara. baik kehidupan domestk  maupun
hubungannya dengan negara lain. Pengalaman sejarah politik pemerintahan
Indonesia yang sangat terikat dengan gaya-gaya tradisionalistik (parokhial
subject) terlihat suatu kecenderungan eksekutif-eksekutii’ dibiasakan memegang
peranan yang sangat dominan dalam mengarahkan dan membawa masyarakat
secara keseluruhan ke arah suatu wjuan terientu, maka reformasi politik
pemerintahan Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan.
Sebab kalau tidak diantisipasi dengan baik, akan membawa implikasi negatif
terhadap kehidupan politik nasional. Sebuah negara yang tidak mengantisipasi
sebuah reformasi pemerintahan akan menghadapi masalah besar karena akan
berhadapan dengan kehendak yang sangal kuat dari rakyat dan tidak tertutup
kemungkinan akan menciptakan revolusi sosial Apalagi ditambah karakter
aparatur negara Indonesia yang cukup dikenal suka melakukan tindakan korupsi,
kolusi, dan nepotisme akan mempermudah mengundang emosi rakyat bertindak
tegas mengajukan tunfutan-tuntutan segera diciptakan keadilan hukum bagi
pelanggar peraturan negara. Kalau saja prakiek KKN ini dibiarkan tumbuh subur
tanpa ada upaya pengurangan maka akibatmya masyarakat mudah tdak percava
(apatis) dengan kebijakan-kebijakan vang dihasilkan pemerintah, karena paling-
paling juga nantinya terjadi politisasi penafsiran kebijakan sehingga dapat
memperkuat argumen yang mendukung tindakannya. Berdasarkan survei vang
dilakukan oleh konsorsium Lembaga Pengumpulan Pendapat Umum pada tahun
2000 dengan 3000 responden di 60 kabupaten/kotamadva di 20 propinsi tentang
pandangan responden terhadap anggota DPR/D dihasilkan opini yang rata-rata
bersikap pesimis terhadap keseriusan DPR memainkan perannya sebagar wakil

rakyat. Dibawah ini tabel hasil penelitian diatas.
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Tahel 5

Data Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja DPR/DPRD I/DPRD 1i

| Pandangan Terhadap
Anggoia DPR

Anggola DPRD |

| Pandangan Terhadap | Pandangan | Terhadap

Anggola DPRD TT

Sudah mewakili 250,

Sudah mewsakili 349

| Sudah mewakili 229

Kurang mewakili 35%

Kurang mewakili 31%

Kurang mewakili 28% |

Tidak mewakili 15%
Tidak tahu 26%

| Tidak mewakili 12%

| Tidak tahu 20%

Tidak mewakili 11%

Tidak tahu 25%

| Tidak menjawab 2%

' Tidak memjawab 3% Tidak menjawab 2%
L

Sumber : Forum Inovasi Vol.|, November 2002, hal. 44

Langkah-langkah pembangunan politik pemerintah dewasa ini adalah
pertama, rekruitmen politik yang terbuka melaius mekamsme pemilihan umum
vang jujur, adil dan terbuka daiam rangka implementasi rotasi kekuasaan sebagai
salah satu syarat berdemokrasi. Kedia. desentralisasi  dalam penyelenggaran
pemerintahan  dacrah karena hal itu akan mendekatkan pemenintah  dengan
masyarakal juga akan menciptakan efisiensi penveienggaraan pemerintahan,
Keliga, perwujudan sharing of power diantara lembaga-lembaga lnggl nepara
untuk menghindari campur tangan wewenang dan kekuasaan oleh Tembaga satu
kepada lembaga negara lainnya. Sebab yang terjadi dewasa ini merupakan
kebalikan orde baru yang ditandai kuatnva Jembaga kepresidenan berubah
menjadi sikap DPR yang terlalu pro-uktif sehingea tugas peradilan yang
seharusnya dilakukan oieh lembaga vudikatif ternyata DPR ikut serta memberikan
vonis bersaiah pada kasus penyalahgunaan dana Bulog, termasuk Juga didaiamnva
upaya pengguiingan presiden karena dinilai tidak berhasii mengaktualisasikan
agenda reformasi. padahal alasan itu menurut penulis lebih merupakan manuver
politik dari lawan politiknya karena kepentingannya tidak terakomodasikan ke
dalam proses politik vang diciptakan. Keempar, karena bangsa Indonesia juea
dilanda  krisis ckonomi maka pembangunan dibidang ekonomi tidak bisa
dikesampingkan begitu saja, sebab petkembangan dan pertumbuhan ekonomi
kerap dijadikan salah satu ukuran prestast dari kapabilitas suatu rezim maupun

sistem politik secara keseiuruhan, Demikian pertumbuhan ckonomi dan sosial-
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politik ini ibarai dua sejoli yang kait-mengkait dan tidak mungkin terpisahkan.
Masalah ini  pulalah yang mendorong  pemerintah  untuk mengadakan
pembangunan politik disamping pembangunan ekonomi **

Namun diatas segalanya, kapabiiitas yang riii dari pemeriniah untuk
membangun tersebut sangatiah tergantung pada tingkat stabilitas politik. Stabilitas
politik ini antara lain tergantung dari :

a. Kadar jenis gangguan terhadap keseluruhan sistem. bark dani dalam maupun
darl luar misalnya teror pengeboman.

b. Kualitas dan kesungguhan dari elit politik, baik dalam masyarakat, organisasi
sosial-politik, maupun dajam pemerintahan.

Untuk 1tu agar pemerintah menjadi efektif, efisisen dan berkompeten,
dirasakan perlunya pengawasan dari rakyat meialui suatu mekanisme tertenty
yang dapat menjaga berlanjutnya sistem (system’s  mamienance) misainya
diperbanyaknya lembaga ckstra (watch dogs) yang dilaksanakan oich masyarakat,
antara lain
Lembags pengawas pemerintahan (misainya | IGOWA)

Lembaga pengawas parlemen {misalnya : Parwi)

O o g

l.embaga pengawas yudikatif (misainya : LBH)

2|

Lembaga anti korupsi (misalnya : Indonesian Cormuption Watch/ICW)

O

Lembaga pengawas masaiah HAM ( misalnya ; Koniras)

0 Lembaga pengawas masalah anggaran {misainya : Forum Transparansi
Anggaran/Titra)

0 Lembaga pengawas pemilu/Panwaslu, dan sebagainya.

Konsest apapun tidak dapat dibenarkan untuk diberikan kepada
pemerintah, kecuali dalam rangka reformasi. Masa peralihan hendaknya tambah
menghilangkan faham, gaya, dan sikap iama dan memunculkan faham, gaya dan
sikap baru, yaitu reformasi vang menghendaki keadilan, kejujuran, kebersihan

perhatian yang lebih besar bagi rakyat banyak.

&


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i0d

FOTtE S AL L

i ﬂ"ﬁ Kiiik IPT Perpustakaan

b n‘lii;aﬂﬂs JEHBE!

BAB V
KESTMPUTLAN

Berdasarkan pengamatan penulis dan didukung oleh beberapa data yang
sudah ada bahwa pencrapan sistem muitipariat di Indonesia sebenamya sudah
tepat dalam upaya perbaikan dari sistem lama vang relatif otoriter beralih menjadi
sistem baru yang lebih demokratis. Sebah adanya kebebasan berpartai politik akan
sangat mendukung bagi setiap warga negaranya untuk berpartisipasi aktif dalam
proses poiitik vang sedang berlangsung.  Atau paling tidak memberikan hak
suaranya dalam pemiiu tanpa ada agetast maupun intimidasi oleh pihak-pihak
tertentu. Dengan demikian pencrapan sistem multipartai ity sangat membanty
terwujudnya demokratisasi di Indonesia Walaupun daiam hal ini penulis Jjuga
tidak menafikan bahwa masih banvak faktor-fakior lain yang menentukan
demokratis ndaknva sebuah sistem, diantaranya adalah . perfama, amandemen
konstitusi, ked, sirkulasi kekuasann secara berkala, terlembaga dan beriangsung
damai melalui pemiiu: ketiga, kontrol terhadap kekuasaan vang efekit, bisa
melalui keterbukaan pers, kelompok oposisi atau kritik dari masyarakat umum:
keempai, adanya sharing of power yang jelas diantara fembaga-fembaga poiitk di
tingkat negara agar terhindar dari tumpang undih berbagi tugas dan Kewenangan,
dan sebagainva.

Namun sesuai kevakinan penulis bahwa pada prinsipnya memang transisi
menuju demokrasi bukaniah suatu hal yang mudah, didalamnya terkait dengan
tahapan-tahapan liberalisasi politik yang perlu dilalui yaitu tentang perluasan dan
Ipcrlindlmgan hak-hak dan kebebasan individy maupun  kelompok dan
kesewenangan negara atau pihak lain, tanpa perubahan struktur dan akuntabilitas
pemenntah terhadap rakvatnya. Temnyata reafitas kehidupan pohtik Indonesia saat
il membuktikan bahwa belum sepenubnya ada perubahan berarti terhadap proses
liberalisasi pofitik setelah menerapkan sistem mullipartai pada masa transisi
demokrasi saal ini, Kesan ynag muncul malah pemerintahan jalan ditempat,
terindikasikan pada sikap  pemerintahan Megawati-Hamzah Haz vang masih

diniial kurang berhasii pada materi penceakan hukum dan pemberantasan KKN,
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hasil evaluasi LIPI selama tahun 2002 melihat bahwa wakii rakyat yang berada di

DPR masth mementingkan diri sendiri atau partainya ketimbang memperjuangkan

aspirasi dan kepentingan rakyat.'semakin seringnya terjadi konflik antar elit

politik  teriepas apakah langkah-langkah atau staiement-statement  yang
dikeluarkan oleh mereka ftu bernuansa politis untuk menjatuhkan kredibilitas
lawan politiknva atau bukan, misainya Amien Rais yang mengatakan bahwa Gus

Dur meminta uang Rp I5 mihar untuk mempertahankan Dirjen Kevangan saat

behau berkuasa sehingga mantan ketua PBNU itu memperkarakan mantan ketua

PP Muhammadivah tersebut ke polisi disertai tuntutan seniiai Rp I trilhun. Melihat

kecenderungan perpolitikan saat ini maksa ke depan kita belum bisa optimistis

bahwa kerjasama antar efit atau wakil rakyat yang duduk di dewan akan lebih baik
guna membangun sistem politik Indonesia yang demokratis, Benar apa yang
dikemukakan oich Lord Acton bahwa poittics tend to corrupi, absolute politics
corrupt absolutely, Kemauan belajar elit politik saat ini untuk dapa menciptakan
nilai-nilai demokrasi selaly dikalahkan ambisi sempit kelompok dan golongan,
terutama .intuk cepat berkuasa dan menikmati kekuasaan ity

Melihat fenomena diatas maka menurut penulis untuk meminimaiisasi
kekurangan-kekurangan tersebut ada beberapa hal vang perlu diperhatikan -

! Mempertimbangkan jumlah partar yang berhak mengikuti pemilu dengan
menggunakan ukuran dan kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan
menurut prinsip dan hakekat demokrasi

2 Parpol saat ini harus memulai memainkan peran politiknva antara lain
menyelenggarakan pendidikan politik seperti sosialisast ULJ, atau turut
serta menanggapl Rancangan Undang-Undang (RUU) partai politik
ataupun RUT pemifu dan sebagainya, Disamping itu juga pertemuan antar
parpol baru sangat penting untuk membangun jan ngan dan tukar-menukar
mformasi, sehingga proses politik yang berjalan bisa menciptakan struktur
vang memunghinkan seluruh clemen masyarakat berpartisipasi  dalam

kehidupan bersama.

' Juwa Pos. 25 Desember 2002, hal ;.
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Menghilangian budava paternalistik, karena budaya inj dapat membatasi

kebebasan mengeiuarkan ide atay gagasan vang berbeda dengan sentang
pemimpin pariai politik.
Menghindan budaya politik komunalisme dan aiiran yang ditumpangi
sentimen ras, kedaerahan, agama, suku, staius dan sebagainya agar
terhindar dari pengaruh kedekatan Ideologis vang berlebihan terhadap
ideolog kelompok tertentu.
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Lampiran |

DAFTAR PARTAI YANG TERDAFTAR DI PPPKPU TETAPI TIDAK
MEMENUHI SYARAT UNTUK DIVERIFIKASI (TAHUN 1999)

1. Partai Pembaliaruan Indonesia

L Partai Pelopor Reformasi

3. Partai Satu Keadilan Teknologi dan Ekonomi

4. Partai Reformasi Cinta Kasih Kristus Kebangsaan
% Partai Bhakti Muslimin

6. Partai Pelopor Pendidikan Indonesia

A Partai Lansia Indonesia

8. Partal Buddhis Demokrat Indonesia

B Partai Perjuangan dan Doa Rakyat Indonesia

10.  Partai Persatuan Warga Negara Indonesia

11. Partai Uni Sosial Kemasyarakatan®45

12.  Parta1 Konggres Nasional

13.  Parlai Demokrat Katolik

14, Partai Sejahtera Indonesia

15.  Partai Perjuangan Rakyat Kecil

16. Partai Nachnoer Nuklir Memakmuran Rakyat Indonesia
I7.  Partai Nasionalis Indonesia-Massa Marhaen 1927

I8.  Partai Reformasi Perjuangan Bangsa Indonesia

19.  Partai Amanah Rakyat

20.  Partai Mega Banteng

21. Partai Reformasi Sopir Sejahtera Indonesia

p Partai Islam Persatuan Indonesia

23, Partai Independen

24, Parta1 Generasi Penerus Perintis Kemerdekaan Indonesia

25, Partai Barisan Inti Pembangunan
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206, Piartar Pencrus Proklamast Indonesia
2. Partay Putra Bangsa
28. Partar Aliansi Kebangkitan Indonesia Muslim Sunni Indonesia

29. Partai Budava Bangsa Nusantara

30.  Partai Universal Rakyat dan Mahasiswa Indonesia Seutuhnva
31.  Partai Rakyat Bersatu

32. Parta1 Kesatuan Wahdatul Ummah

33 Partai Tauladan Kebangsaan

34.  Partai Rakyat Marhaen

35.  Partai Tunas Bangsa

36. Partai Persatuan Sabilillah

37.  Partai Kedaulatan Warga Negara Indonesia
38. Partar Hijau

39.  Partai Dinamika Umat

40.  Partai Kesejahteraan Rakyat

41.  Partai Rakyat Prima

42.  Partai Kerja Keras Nasional

43.  Partai Demokrasi Islam

44. Partai Amanal Penderitaan Rakyat

45.  Partai Demokrasi Rakyat Indonesia

46. Partar Penanggulangan Pengangguran Indonesia

Sumber : Saifullah Ma’shum, KP17 Dan Kontrovers: Pemily | Y99 lakarta ; Pustaka
Indonesia Satu, 2001
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lLampitan 2

PARTAI YANG TERDAFTAR DI DEPARTEMEN KEHAKIMAN TETAPI
TIDAK MENDAFTAR DI PPPKPU ATAU TIM 11 (TAHUN 1999)

I Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia
Partai Trisila
Partar Persatuan Perjuangan Rakyat Republik Indonesia
Partai Trasti Rakyat Indonesia

Partai Kesejahteraan

2

5

4

3

6. Partai Perempuan Indonesia
7 Partai Kedaulatan Rakyat

8 Partai Era Reformasi Tarbivah Islamivah

9 Partar Demokrasi Liberal Indonesia

10, Partai Demokrat Pembaharuan Indonesia

I Partar Dua Syahadat

12. Partai Rakyat Tani Usaha Informal dan Pemuda Putus Sekolah
13, Partai Patriot Indonesia

14 Partai Ka'bah

15 Partai Alianst Rakyat Miskin [ndonesia

16 Partat Warga Bangsa Indonesia

I7. Partar Masyarakat Gotong Royong

I8, Partai Madani

19 Partai Indonesta Raya

20, Parai Proklamasi’45

2] Partai Amanat Masyarakat Madani
22, Partai Satu Nusa Satu banpsa

23 Parta Reformasi Tionghoa Indonesta
24 Partar Api Pancasila

25 Parta) Gema Masvarakat
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27 Partar Persaluan Thareqat Indonesia

28.  Parta1 Pengamal Tharegat Indonesia
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30, Partai Kebangkitan Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah
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32, Partai Perjuangan Pelajar dan Pekerja
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34.  Partai Persaudaraan Nasional Indonesia Raya

35. Partai Kesatuan UUmmat Indonesia

Sumber : Saifullah Ma’shum, KPU Dan KontroversiPémilu 1999, Jakarta : Pustaka
Indonesia Satu, 2001


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lamprran 3

Beberapa Hal Pokok Materi Kode Etik Anggota DPR

0 Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadin secara fisik setiap
rapat yang menjadi kewajibannya.

0 Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat, tanpa
alasan vang dapat diterima, merupakan suatu pelangpearan kode etik.

0 Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk
kepentingan di luar tugas kedewanan.

O Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biava sendiri.

o Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar
negeri, harus sepengatahuan pimpinan DPR. |

0 Anggota wajib melaporkan kekavaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

0 Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

O Anggota mempunyat hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila
rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyal konflik kepentingan
dalam permasalahan vang dibahas.

0 Anggota dilarang menggunakan jabatannva untuk mempengaruhi proses peradilan,
untuk kepentingan diri pribadi dan atau pihak lain.

0 Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan
keuntungan pribads, keluarga, sanak famili. dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

O Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesua peraturan.

O Anggota wajib menjaga rahasia vang dipercayakan kepadanya. termasuk hasil rapa
vang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu vang telah ditentukan atau sampai

masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
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o Angeota tdak deperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan
maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadr.

0 Mengenar sanksi dan rehabilitast berlaku ketentuan dalam peraturan lata tertib DPR RL

Sumber : Sistematika Rancangan Kode Etik DPR RI, September 2001,
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